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EXECUTIVE SUMMARY

The Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Program is a regional initiative aimed at
strengthening collaboration and coordination among Australia, Indonesia, Papua New Guinea, and Timor-
Leste in managing and protecting shared marine resources in the Arafura and Timor Seas (ATS) region. As
part of this initiative, a 10-year Strategic Action Programme (SAP) has been agreed upon to guide regional
efforts in addressing four transboundary environmental issues from 2024 to 2033. One of these issues
focuses on developing solutions to marine plastic pollution, including Abandoned, Lost, or Otherwise
Discarded Fishing Gear (ALDFG).

Since July 2024, with support from the Australian Department of Climate Change, Energy, the Environment
and Water (DCCEEW), the ATSEA Program has given special attention to the issue of ALDFG. To strengthen
the basis for action, a Regional Situation Analysis was developed to provide insights into trends, challenges,
and opportunities pertaining to ALDFG across the ATS region. As a follow-up, a strategic planning workshop
was held to develop context-specific strategies and concrete actions to address ALDFG in Fisheries
Management Area (FMA) 718. The workshop was attended by various participants from the fishing
community, business actors, government, and civil society organizations/non-government organisations
(NGOs).

Indonesia has issued Presidential Regulation No. 83/2018 concerning the 2018-2025 National Action Plan
(NAP) for Marine Debris Management, which includes provisions addressing debris originating from fishing
gear. In addition to establishing a policy on marine plastic debris cleanup as part of its blue economy
implementation, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) has also issued Ministerial Regulation
No. 26/2021, which prohibits the disposal of fishing gear and fishing aids into the sea. Furthermore, the
Directorate General of Capture Fisheries issued Circular Letter No. B.1694/2024, which provides guidelines
on waste management on fishing vessels as well as disseminates information on ALDFG. Prior to this, several
initiatives had been implemented to address the ALDFG issue in Indonesia, such as TierraMar Indonesia
(2016-2019) in FMA 718, Net Free Seas by EJF, and initiatives supported by the Government of Australia,
particularly in the Arafura and Timor Seas. These earlier initiatives highlighted the need for structured, large-
scale, and reinforced efforts to address ALDFG issue across all levels and among all stakeholders.

The workshop identified three main sources contributing to the occurrence of ALDFG: (1) lost and/or
abandoned fishing gear during fishing operations at sea; (2) disposal of discarded fishing gear materials; and
(3) the lack of management for end-of-life fishing gear (EOLFG). The root causes of fishing gear being lost
and/or abandoned during operations include low technological capacity, lack of training or outreach
activities, limited information on fish migration routes, economic pressures, market opportunities, weak
compliance with regulations, limited access to financing, and lack of support for information technology. In
addition, the root causes of the disposal of discarded fishing gear materials include limited outreach
activities, absence of training, and lack of market linkages. Meanwhile, the lack of management for EOLFG
stems from challenging geographical conditions, absence of markets for EOLFG, lack of prioritization in both
national and local government policies, and limited authority at the local level, particularly regarding
handling and monitoring.

To address the ALDFG issue, required solutions have been grouped into four categories: (1) policy; (2)
capacity building and awareness raising; (3) circular economy and financing; and (4) studies, innovation, and
technology. Priority solutions under the policy category include, in order: formulation of a National Action
Plan (NAP), development of Standard Operating Procedures (SOP), establishment of cooperation
agreements (MoUs), drafting of local regulations, and consensus building of fishing community. Solutions
for capacity building and awareness raising include public outreach on ALDFG management, social media
and print media campaigns on ALDFG, training on ALDFG waste management, training on fishing gear
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Aksi Ekosistem Laut Arafura dan Timor (Arafura and Timor Seas Ecosystem Action — ATSEA)
merupakan inisiatif regional yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara Australia,
Indonesia, Papua Nugini, dan Timor-Leste dalam mengelola dan melindungi sumber daya laut bersama di
wilayah Laut Arafura dan Timor (LAT). Sebagai bagian dari inisiatif ini, telah disepakati sebuah Program Aksi
Strategis (PAS) selama 10 tahun, yang akan menjadi panduan bagi upaya-upaya regional dalam menangani
empat isu lingkungan lintas batas dari tahun 2024 hingga 2033. Salah satu isu tersebut adalah merumuskan
solusi terkait polusi plastik laut termasuk alat tangkap ikan yang terbengkalai, hilang, atau dibuang
(Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear — ALDFG).

Sejak Juli 2024, dengan dukungan dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan Hidup, dan Air
Australia (DCCEEW), Program ATSEA telah memberikan perhatian khusus pada isu ALDFG. Untuk
memperkuat dasar pengambilan tindakan, telah disusun sebuah Analisis Situasi Regional, yang memberikan
wawasan mengenai tren, tantangan, dan peluang terkait ALDFG di seluruh wilayah ATS. Sebagai langkah
selanjutnya, kemudian diselenggarakan sebuah lokakarya perencanaan strategis untuk menyusun strategi
dan tindakan konkret yang sesuai dengan konteks lokal dalam mengatasi ALDFG di WPP 718, yang dihadiri
peserta dari nelayan, pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat madani berupa LSM.

Indonesia telah mengeluarkan Perpres 83/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut
Tahun 2018-2025, termasuk didalamnya dari alat tangkap ikan (API). KKP disamping menetapkan kebijakan
pembersihan sampah plastic sebagai implementasi kebijakan ekonomi biru oleh KKP, juga telah telah
mengeluarkan PERMEN KPNO.26/2021 yang menyatakan API dan ABPI dilarang dibuang ke laut. Kemudian
juga mengeluarkan SE Dirjen PT no. B.1694 tahun 2024 yang berisikan tata cara pengelolaan sampah di kapal
juga sosialiasai ADLFG. Sebelumnya juga telah terdapat inisitatif untuk mengatasi isu ALDFG di Indonesia
seperti TierraMarr Indonesia (2016-2019) di WPP 718, Net Free Seas oleh EJF, Pemerintah Australia (khususnya
pada Laut Arafura dan Laut Timor). Hasil inisiatif sebelumnya memberikan pelajaran perlunya upaya untuk
mengatasi permasalah ALDFG harus terstruktur, massif dan perlu penguatan pada semua lini dan pemangku
kepentingan.

Lokakarya telah mengidenfikasi 3 kelompok yang menyebabkan terjadinya fenomena ALDFG yaitu : (1). Alat
tangkap hilang dan/atau ditinggalkan pada saat operasi penangkapan di laut, (2) Pembuangan sisa perbaikan
di atas kapal, dan (3). Tidak tertanganinya alat tangkap akhir masa pakai (End of Life Fishing Gear/EOLFG).
Akar masalah pada kelompok alat tangkap hilang dan/atau ditinggalkan pada saat operasi penangkapan di
laut adalah: rendahnya teknologi, kurangnya pelatihan atau sosialisasi, tidak ada informasi jalur ruaya ikan,
tekanan ekonomi, peluang pasar, tingkat kepatuhan pada regulasi yang kurang, akses pembiayaan terbatas,
dan kurangnya dukungan teknologi informasi. Akar masalah pada pembuangan sisa perbaikan di atas kapal
mencakup: terbatasnya sosialisasi, belum ada pelatihan, dan belum adanya jejaring dengan pasar.
Sedangkan tidak tertanganinya alat tangkap akhir masa pakai mempunyai akar masalah: kondisi geografis
yang menantang, belum ada pasar (untuk alat tangkap yang habis masa pakai), belum jadi prioritas kebijakan
pemerintah pusat dan daerah, dan kewenangan daerah terbatas, terutama terkait dengan upaya
penanganan dan pengawasan.

Untuk mengatasi permasalahan ADLFG maka diperlukan upaya solusi yang dikelompokan dalam empat
kelompok yaitu: (1) Kebijakan, (2) Peningkatan kapasitas dan penyadartahuan, (3) Ekonomi sirkuler dan
pendanaan dan (4) Studi, inovasi, dan teknologi. Prioritas solusi pada kelompok kebijakan secara berturutan
adalah penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN), Penyusuan SOP, membuat perjanjian kerja sama (PKS),
penyusunan peraturan daerah (Perda) dan membangun kesepakatan nelayan. Sedangkan solusi untuk
peningkatan kapasitas dan penyadartahuan meliputi: sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan
ALDFG, kampanye di medsos dan media cetak terkait ALDFG, pelatihan penanganan sampah ALDFG,
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operations, and preparing policy briefs for decision-makers. The circular economy and financing solutions
consist of funding for collection and recycling initiatives, the implementation of subsidy (buy-back) schemes,
construction of collection and storage infrastructure by the government, imposition of import tariffs on
nets, and access to international financing. For the studies, innovation, and technology category, the
prioritised solutions include the development of affordable, innovative, and adaptive technologies for
ALDFG management, publication of technical information on ALDFG, mapping of ALDFG hazards,
development of utilisation models for EOLFG, and research on the impacts of ALDFG.

Each proposed solution has its own specific enabling and constraining factors, depending on the
recommended actions. However, all solutions require supports from all stakeholders, including executive
authorities (national and local governments), local legislative bodies, artisanal and industrial fishers, ALDFG
processing businesses, academics, researchers, traditional leaders, religious leaders, and community figures.
The implementation timeframe for the program includes both short-term actions (less than 3 years) and
medium-term actions (3-6 years).

Potential pilot locations for ALDFG management include: (1) Dobo, Aru Islands Regency, Maluku Province;
(2) Merauke, Merauke Regency, South Papua Province; (3) Timika City, Mimika Regency, Central Papua
Province; and (4) Sorong City, Sorong Regency, Southwest Papua Province.

Based on the workshop outcomes, the ALDFG issue has emerged in Indonesia and will potentially become
an environmental issue in the future. Three main factors contributing to the ALDFG issue in Indonesia
include: lost and/or abandoned fishing gear during fishing operations at sea, disposal of discarded fishing
gear materials, and the lack of management for EOLFG. Addressing this issue requires comprehensive
solutions that cover policy development, capacity building and awareness raising, circular economy
initiatives and financing, as well as research, innovation, and technological advancement. Strong
collaboration among the government, academics and researchers, fishing industry actors (both artisanal and
industrial), EOLFG processing businesses, and non-governmental organizations is essential to effectively
address this issue. It is also important to map potential ALDFG hazards, which may be carried out in
cooperation with artisanal and industrial fishers.

In addition, it is recommended that the Government of Indonesia: 1) promptly formulate a clear and
comprehensive policy framework for ALDFG management; 2) immediately develop and implement
concrete actions to address the increasing challenges and impacts of ALDFG in FMA 718; 3) prioritise the
mapping and development of a national ALDFG database, alongside the identification and establishment of
a network for EOLFG processing and utilisation initiatives in Indonesia; and 4) establish a collaborative
platform that brings together government agencies, academics and research institutions, fishing industry
stakeholders (both artisanal and industrial), EOLFG processing businesses, and NGOs to support ALDFG
hazard mapping, strengthen EOLFG processing, and advance circular economy development.
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pelatihan operasional alat tangkap ikan dan penyusunan policy brief untuk pengambil keputusan. Solusi pada
kelompok ekonomi sirkuler dan pendanaan mencakup: pembiayaan untuk usaha pengumpulan untuk didaur
ulang, implementasi skema subsidi (buy-back), pembangunan infrastruktur pengumpulan dan penyimpanan
(pemerintah), pembebanan tarif impor jaring dari luar dan pembiayaan luar negeri. Sedangkan pada
kelompok studi, inovasi dan teknologi didapatkan prioritas solusi berturut-turut yaitu: pengembangan
teknologi terjangkau, inovatif dan adaptif untuk pengelolaan ALDFG, publikasi informasi teknis ALDFG,
pemetaan bahaya ALDFG, pengembangan model pemanfaatan EOLFG dan penelitian dampak ALDFG.

Setiap solusi yang dirumuskan mempunyai faktor pendorong sekaligus faktor penghambat yang sangat
spesifik sesuai dengan rekomendasi solusi yang dihasilkan. Akan tetapi semua solusi tersebut mensyaratkan
adanya dukungan dari pemangku kepentingan baik dari unsur esekutif pemerintah (pusat dan daerah), unsur
legislatif pemerintah daerah, nelayan artisanal dan industrial, pelaku usaha pengolah ALDFG, akademisi,
peneliti, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kerangka waktu implementasi pelaksanaan
program dibutuhkan waktu jangka pendek (kurang dari 3 tahun) maupun jangka menengah (3-6 tahun).

Lokasi potensial untuk ujicoba penanganan ALDFG meliputi: (1) Kota Dobo yang berada di Kepulauan Aru,
Propinsi Maluku, (2) Kota Merauke yang berada pada Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan, (3) Kota
Timika yang berada pada Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah dan (4) Kota Sorong yang berada pada
Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan kegiatan lokakarya maka dapat disimpulkan adanya fakta ALDFG telah terjadi dan
berpotensi menjadi permasalahan lingkungan di masa mendatang di Indonesia. Terdapat 3 faktor
penyebab terjadinya ALDFG di Indonesia yaitu : alat tangkap hilang dan/atau ditinggalkan pada saat
operasi penangkapan di laut, pembuangan sisa perbaikan di atas kapal, dan tidak tertanganinya alat
tangkap akhir masa pakai (End of Life Fishing Gear/EOLFG). Diperlukan solusi yang menyeluruh untuk
mengatasi isu ALDFG yang menyangkut aspek kebijakan, peningkatan kapasitas dan penyadartahuan,
pengembangan ekonomi sirkuler dan penyiapan pendanaanya serta studi, inovasi dan teknologi.
Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi-peneliti, pelaku usaha penangkapan (artisanal dan
industrial), pelaku usaha pengolahan EOLFG dan lembaga non-pemerintah diperlukan untuk mengatasi
isu ALDFG. Pemetaan potensi bahaya ALDFG diperlukan dan berpotensi dilakukan dengan kerja nelayan
artisanan maupun industrial.

Bedasarkan pada hasil dari lokakarya ini maka direkomendasikan : 1. Pemerintah Indonesia perlu segara
merumuskan kebijakan yang eksplisit dan menyeluruh tentang ALDFG di Indonesia, 2. Perlu segera
merumuskan dan mengimplementasikan upaya nyata untuk memerangiisu pertumbuhan dan dampak
ALDFG di wilayah WPP 718, 3. Perlu segera melakukan pemetaan dan penyusunan basis data ALDFG di
Indonesia, dan pemetaan dan menyusun jejaring inisiatif pengolahan dan pemanfaatan EOLFG di
Indonensia, dan 4. Perlu segera dibangun platform kolaborasi antara pemerintah, akademisi-peneliti,
pelaku usaha penangkapan (artisanal dan industrial), pelaku usaha pengolahan EOLFG dan lembaga non-
pemerintah untuk pemetaan bahaya ALDFG, meningkatkan pengolahan dan pengembangan ekonomi
sirkuler yang berbahan baku EOLFG.
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1. BACKGROUND

The Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Program is a regional initiative aimed at enhancing
collaboration and coordination among Australia, Indonesia, Papua New Guinea (PNG), and Timor-Leste to
manage and protect the shared marine resources of the Arafura and Timor Seas (ATS) region. As part of this
initiative, a 10-year Strategic Action Programme (SAP) has been adopted to guide regional efforts in
addressing key transboundary environmental issues from 2024 to 2033. The SAP identifies four priority
transboundary issues: marine plastic pollution, including Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing
Gear (ALDFQG); oil spills; conservation of endangered, threatened and protected species and their critical
habitats; and small-scale illegal, unreported, and unregulated fishing.

Since July 2024, with support from the Australian Department of Climate Change, Energy, the Environment
and Water (DCCEEW), the ATSEA Program has placed a specific focus on addressing the issue of ALDFG. To
build a stronger foundation for action, a regional Situation Analysis was completed, providing insights into
the current trends, challenges, and opportunities related to ALDFG across the ATS region.

Building on this, a dedicated ALDFG workshop was held in Cairns in February 2025, bringing together regional
stakeholders to discuss potential interventions and draft Theories of Change. Proposed actions included
awareness and capacity building, gear modification, hazard mapping, net recycling, and regional monitoring.
The workshop highlighted the complexity of ALDFG, with each country facing distinct challenges shaped by
its policies, fisheries systems, and stakeholder dynamics.

To deepen understanding of ALDFG issues in Indonesia, particularly within Fisheries Management Area
(FMA) 718, scoping trips were conducted between May and July 2025. These trips covered Merauke, the Aru
Islands, and Jakarta, and revealed that fisheries in FMA 718 operate across multiple jurisdictions and involve
a diverse group of actors. This includes local communities in eastern Indonesia (e.g., Merauke and Aru) and
distant water fleets from Java and Bali, making coordination and policy implementation particularly complex.

In order to capture the realities on the ground, a field assessment was conducted in selected locations where
fishers operating in FMA 718 are primarily based. This assessment aims to document the current state of
fisheries, the scale and types of ALDFG present, and relevant socio-economic and institutional factors. The
findings will be instrumental in informing the development of targeted, on-the-ground strategies for ALDFG
management.

As a next step, a strategic planning workshop was organised to develop concrete, context-specific strategies
and actions for addressing ALDFG in FMA 718. These strategies and actions will form part of Indonesia’s
contribution to the Regional Action Plan on ALDFG, ensuring that local insights and needs are reflected in
regional efforts. The workshop will bring together government agencies, fishers, NGOs, private sector, and
academia to ensure an inclusive, informed planning process.
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1.LATAR BELAKANG

Program Aksi Ekosistem Laut Arafura dan Timor (Arafura and Timor Seas Ecosystem Action — ATSEA)
merupakan inisiatif regional yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara Australia,
Indonesia, Papua Nugini, dan Timor-Leste dalam mengelola dan melindungi sumber daya laut bersama di
wilayah Laut Arafura dan Timor (LAT). Sebagai bagian dari inisiatif ini, telah disepakati sebuah Program Aksi
Strategis (PAS) selama 10 tahun, yang akan menjadi panduan bagi upaya-upaya regional dalam menangani
empat isu lingkungan lintas batas dari tahun 2024 hingga 2033. Isu-isu tersebut adalah polusi plastik laut
termasuk alat tangkap ikan yang terbengkalai, hilang, atau dibuang (Abandoned, Lost or Otherwise Discarded
Fishing Gear — ALDFG), tumpahan minyak, konservasi spesies yang terancam punah dan dilindungi beserta
habitat-habitat kritisnya, serta penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) dalam
skala kecil.

Sejak Juli 2024, dengan dukungan dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan Hidup, dan Air
Australia (DCCEEW), Program ATSEA telah memberikan perhatian khusus pada isu ALDFG. Untuk
memperkuat dasar pengambilan tindakan, telah disusun sebuah Analisis Situasi Regional, yang memberikan
wawasan mengenai tren, tantangan, dan peluang terkait ALDFG di seluruh wilayah ATS.

Sebagai kelanjutannya, sebuah lokakarya khusus ALDFG telah diselenggarakan di Cairns pada Februari 2025,
yang mempertemukan para pemangku kepentingan regional untuk mendiskusikan potensi intervensi dan
menyusun Theories of Change. Aksi-aksi yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran dan kapasitas,
modifikasi alat tangkap, pemetaan bahaya, daur ulang jaring, serta pemantauan regional. Lokakarya ini
menyoroti kompleksitas isu ALDFG, di mana masing-masing negara menghadapi tantangan yang berbeda,
dipengaruhi oleh kebijakan, sistem perikanan, dan dinamika pemangku kepentingan masing-masing.

Untuk memperdalam pemahaman terkait isu ALDFG di Indonesia, khususnya di dalam Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP) 718, telah dilakukan kunjungan penjajakan antara Mei hingga Juli 2025. Kunjungan ini
mencakup Merauke, Kepulauan Aru, dan Jakarta, dan menunjukkan bahwa perikanan di WPP 718 beroperasi
lintas yurisdiksi dan melibatkan beragam aktor. Hal ini mencakup komunitas lokal di Indonesia timur (seperti
Merauke dan Aru), serta armada penangkap ikan dari Jawa dan Bali, yang menjadikan koordinasi dan
implementasi kebijakan menjadi sangat kompleks.

Untuk menangkap kondisi nyata di lapangan, telah dilakukan penilaian lapangan di lokasi-lokasi terpilih
tempat para nelayan yang beroperasi di WPP 718 bermukim. Penilaian ini bertujuan untuk
mendokumentasikan kondisi perikanan saat ini, skala dan jenis ALDFG yang ada, serta faktor sosial-ekonomi
dan kelembagaan yang relevan. Temuan dari penilaian ini akan menjadi dasar penting dalam merancang
strategi pengelolaan ALDFG yang bersifat lokal dan berbasis kondisi nyata.

Sebagai langkah selanjutnya, telah diselenggarakan sebuah lokakarya perencanaan strategis untuk
menyusun strategi dan tindakan konkret yang sesuai dengan konteks lokal dalam mengatasi ALDFG di WPP
718. Strategi dan tindakan ini akan menjadi bagian dari kontribusi Indonesia terhadap Rencana Aksi Regional
tentang ALDFG, guna memastikan bahwa wawasan dan kebutuhan lokal tercermin dalam upaya regional.
Lokakarya ini akan melibatkan lembaga pemerintah, nelayan, LSM, sektor swasta, dan akademisi untuk
memastikan proses perencanaan yang inklusif dan berbasis informasi.
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2. WORKSHOP OBJECTIVES

The strategic planning workshop aims to:
1. Present an overview of ALDFG issues in FMA 718, based on findings from previous studies and the most
recent field assessment;
Facilitate a fault tree analysis to address ALDFG;
Identify potential solutions to address ALDFG, along with associated barriers and challenges;
Cluster and prioritise proposed solutions based on relevance, feasibility, and impact; and
Identify key stakeholders, partners, and priority sites for potential future interventions.

VINSEVIRY

3. EXPECTED OUTPUTS

Expected outputs of this workshop:

Mapping of the causes of ALDFG, specifically in FMA 718.

Identification of the root causes leading to ALDFG in FMA 718.

Identification of potential solutions, obstacles, and challenges in addressing ALDFG in FMA 718.
Prioritisation of solutions based on feasibility and expected impact.

Identification of key stakeholders and potential priority locations for future interventions.

—_

VI VIR

4. WORKSHOP PROCESS

The workshop was held from 30 September to 2 October 2025 at the Hyatt Place Makassar. Workshop
agenda can be found in Annex 1. The workshop was attended by 48 participants (Annex 2).

On the first day, the event commenced with lunch on 30 September, followed by participant registration and
opening remarks delivered by three speakers: Dr Handoko Adi Susanto (Director of ATSEA), Mr Todd Dias
(Australian Consul General in Makassar), and Ms Lingga Prawitaningrum (Representative of the Directorate
of Fishing Vessels and Gears, Ministry of Marine and Fisheries Affairs—MMAF-Directorate of FVG). The
opening session concluded with a group photo of all participants.

The event proceeded with a series of keynote presentations on three key topics: 1) the importance of
addressing the ALDFG issue presented by Dr Handoko Adi Susanto (ATSEA); 2) policies, strategies, and
implementation of the ALDFG Program in Indonesia presented by Ms Prawitaningrum (MMAF-Directorate
of FVG); and 3) findings from previous studies and field assessments in FMA 718 presented by Dr
Mochammad Riyanto. The session was moderated by Dr Taryono Kodiran, followed by an introduction to
Fault Tree Analysis (FTA) on ALDFG issues in FMA 718 by Dr Riyanto. Drawing on field findings, participants
were then divided into three (3) groups to develop their respective FTA models, supported by assigned
facilitators and co-facilitators (Annex 3).

On the morning of the second day, following a brief reflection session, participants attended a learning
session highlighting previous initiatives addressing ALDFG, featuring: 1) OceanEarth Foundation-
Implementation of the SeaNet Project: Promoting Fishing Net Recycling (Ms Jessica Leck); 2)
Environmental Justice Foundation (EJF)-Net Free Seas: Community-Based End-of-Life Fishing Gear
Management (Mr Hanif Arzaq); and 3) DCCEEW-Australia’s Experience in Addressing ALDFG (Ms Kathryn
McKenna). The session was moderated by Dr Susanto. Participants then continued their group work to
refine their FTA models with assistance from facilitators and co-facilitators. In the afternoon, each group
presented their results and received feedback from other groups through a world café discussion format.
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2. TUJUAN LOKAKARYA

Lokakarya perencanaan strategis ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan gambaran umum mengenai isu ALDFG di WPP 718, berdasarkan temuan dari studi
sebelumnya dan hasil penilaian lapangan terbaru;

Memfasilitasi analisis fault tree untuk memahami akar permasalahan ALDFG;

Mengidentifikasi solusi potensial untuk mengatasi ALDFG, beserta hambatan dan tantangan yang terkait;
Mengelompokkan dan memprioritaskan solusi yang diusulkan berdasarkan kelayakan, dan dampaknya;
Mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci, mitra, dan lokasi prioritas untuk potensi intervensi di
masa depan.

IR NAVIRES

3. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang diharapkan dari lokakarya ini adalah adalah :

—_

Terpetakannya penyebab terjadinya ALDFG khususnya di WPP 718

Teridentifikasinya akar permasalahan yang menyebabkan terjadiya ALDFG di WPP 718
Teridentifikasinya potensi solusi, hambatan dan tantangan untuk mengatasi ALDFG di WPP 718
Teridentifikasi solusi prioritas berdasarkan kelayakan dan dampaknya

Vs W N

Teridentifikasinya pemangku kepentingan kunci dan potensi lokasi prioritas untuk potensi intervensi di
masa depan.

4. PROSES LOKAKARYA

Lokakarya dilakukan dari tanggal 30 September -2 Oktober 2025, di Hotel Hyatt Makasar. Agenda lokakarya
terlampir di Lampiran 1. Lokakarya ini dihadiri oleh 48 peserta (Lampiran 2).

Hari pertama, lokakarya dimulai dengan makan siang pada tanggal 30 Oktober 2025, kemudian diikuti oleh
registrasi peserta dan dibuka dengan tiga sambutan yaitu Direktur ATSEA (Dr. Handoko Adi Susanto), Konsul
Jenderal Australia di Makasar (Bp. Todd Dias) dan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan
(KAPI) (diwakilkan kepada Ibu Lingga Prawitaningrum). Setelah itu dilakukan foto bersasma peserta
lokakarya.

Acara dilanjutkan dengan presentasi kunci yang berisikan tiga topik yaitu perlunya kepedulian terhadap
isu ALDGF oleh ATSEA (Dr. Handoko Adi Susanto-ATSEA), topik kedua tentang kebijakan, strategi, dan
implementasi Program ALDFG di Indonesia oleh Direktur KAPI-KKP, dan temuan studi sebelumnya dan hasil
penilaian lapangan di WPP 718 oleh peneliti (Dr. M. Riyanto). Sesi presentasi ini dipandu oleh Dr. Taryono
Kodiraan. Sesi selanjutnya adalah pengenalan tentang fault tree analysis (FTA) tentang isu ALDFG di WPP
718 oleh Dr. M. Riyanto. Berdasarkan pada temuan lapang, kemudian peserta dibagi menjadi tiga (3)
kelompok untuk membangun fault tree analysis dan difasilitasi oleh Fasilitator dan co-fasilitator.

Hari kedua pagi, setelah sesi refleksi dilanjutkan dengan sesi pembelajaran dari inisiatif memerangi ALDFG
sebelumnya yaitu : 1. OceanEarth Foundation — Implementasi Proyek SeaNet: Mendorong Daur Ulang Jaring
Ikan (Jessica Leck), 2. Environmental Justice Foundation (EJF) — Net Free Seas: Pengelolaan Alat Tangkap
Akhir Masa Pakai Berbasis Komunitas (Hanif Arzaq) dan DCCEEW - Pengalaman Australia dalam Menangani
ALDFG (Kathryn McKenna). Acara ini dipandu oleh Dr. Handoko Adi Susanto (ATSEA). Setelah sesi
pembelajaran tersebut, kelompok melakukan kerja kelompok lanjutan menyempurnakan penyusunan FTA
difasilitasi oleh fasilitator dan ko-fasilitator. Hasil kerja kelompok tentang FTA kemudian dipresentasikan
oleh masing-masing kelompok dan mendapat masukan dari kelompok lainnya dengan pola world café pada
sore hari kedua.
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Later that day, a plenary brainstorming session was held to generate ideas and potential solutions to address
ALDFG challenges. Using meta cards, facilitators organised participants’ ideas into four thematic groups.
Following a brief introduction to solution prioritisation, participants were divided into four groups to develop
potential solutions and conduct a participatory scoring exercise. Each group’s prioritised solutions were
subsequently analysed to identify key supporting and constraining factors. The second day concluded with
a summary session and an overview of the agenda for the third day, presented by facilitators.

The third day began with a reflection on the previous day’s discussions, followed by an introduction to
stakeholder identification and implementation timelines delivered by Ms Casandra Tania (ATSEA).
Participants then worked in groups to identify relevant stakeholders and estimate implementation timelines.
The results were presented in plenary and received collective feedbacks from other participants.

The workshop continued with the identification of potential pilot locations for implementing solutions to
address ALDFG issues, conducted through participatory discussion with input from all participants. Following
the identification, the workshop concluded with closing remarks from Mr Dias, the Australian Consul General
in Makassar.

A total of 33 participants completed the workshop evaluation. The analysis indicated that 100% participants
expressed their agreement, satisfaction, or positive feedbacks regarding the workshop’s topics, materials,
speakers, facilitators, venue, participant engagement, and overall process. Their responses ranged from
“agree/like/satisfied” to “strongly agree, very satisfied”, with the latter category being more dominant. In
addition, 18.18% participants noted that the allocated time was insufficient and suggested extending the
duration in the future workshop. Detailed evaluation results are presented in Annex 4.

5. KEY PRESENTATION SUMMARY

5.1. POLICY, STRATEGY, AND IMPLEMENTATION OF ALDFG PROGRAMS IN INDONESIA

Policies addressing ALDFG issues in Indonesia are not explicitly stipulated in specific regulations but are
integrated into the country’s five blue economy policies, particularly under initiatives aimed at reducing
plastic waste (cleanup) as part of broader marine conservation efforts. This integration stems from growing
concern that plastic waste from fishing gear and other non-biodegradable materials pollutes the oceans and
undermines marine ecosystem sustainability. From an environmental perspective, plastic waste resists
natural decomposition, posing long-term threats to aquatic ecosystems and human health. Ecologically,
ghost fishing gear continues to entrap and endanger marine life. Economically, the need to replace fishing
gear and to cover costs associated with ALDFG reduces operational efficiency and catch yields. Furthermore,
ALDFG presents navigational and safety hazard to fishing vessels.

The legal framework for ALDFG management in Indonesia includes several key instruments:

* Presidential Regulation No. 83/2018 on the National Action Plan for Marine Debris Management (2018-
2025), which designates the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) as the lead authority for
managing plastic waste from marine and fisheries activities. Under this framework, Indonesia aims to
reduce waste generation by 30% through the 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) approach and to achieve 70%
management of marine plastic waste by 2025.
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Acara workshop hari kedua sore dilanjutkan dengan diskusi curah pendapat secara pleno untuk mendapat
gagasan terkait dengan solusi untuk mengatasi permasalahan ALDFG dipandu oleh Fasilitator dan Ko-
fasilitator dengan menggunakan meta card. Hasil meta card kemudian dikelompok menjadi 4 kelompok.
Setalah pengantar tentang prioritasi solusi, kemudian peserta dibagi menjadi 4 kelompok untuk
merumuskan solusi potensial dan kemudian melakukan pemeringkatan secara partisipatif. Hasil masing-
masing peringkat kemudian dianalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Acara workshop hari kedua
kemudian diakhiri dengan penutupan dan penjelasan kerja selanjutan pada hari ketiga oleh fasilitator.

Acara workshop hari ketiga dimulai dengan refleksi oleh peserta pada hasil hari sebelumnya, kemudian
dilanjutkan dengan pengantar tentang identifikasi pemangku kepentingan dan durasi waktu implementasi
oleh Casandra Tania (ATSEA). Setelah itu kelompok kembali bekerja untuk mengidentifikasi pemangku
kepentingan dan durasi waktu implemenasi. Hasil kerja kelompok ini kemudian dipresentasikan dan
mendapat masukan dari peserta kelompok lainnya.

Setelah itu kemudian acara dilanjutkan dengan mengidentifikasi potensi lokasi untuk melalukan uji coba
implementasi untuk mengatasi isu ALDFG. Identifikasi dilakukan secara partisipatif dengan mendapat
masukan dari peserta. Setelah mendapatkan alternatif lokasi, acara workshop kemudian ditutup oleh Konsul
Jenderal Australia di Makasar, Bapak Todd Dias.

Terdapat 33 respon peserta yang memberikan evaluasi terhadap lokakarya ini. Hasil analisis pada evaluasi
tersebut, didapatkan bahwa ebanyak 100 % peserta setuju, suka atau puas terhadap proses lokakarya pada
komponen topik, materi, narasumber, fasilitator, venue, keaktifan dan penilaian secara umum terhadap
keseluruhan proses lokakrya. Tingkat persetujuan pada tingkat normal (setuju, suka dan puas) sampai
kondisi superlatif (sangat setuju, sangat suka dan sangat puas) dimana porsi superlatif (sangat) lebih
dominan dibanding dengan normal. Sebanyak 18.18% menyatakam kurang puas terhadap waktu yang
disediakan, yang berarti memerlukan waktu lebih lama. Hasil evaluasi dapat dilihat dalam Lampiran 4.

5. RINGKASAN PRESENTASI KUNCI

5.1. KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN IMPLEMENTASI PROGRAM ALDFG DI INDONESIA

Kebijakan terkait dengan memerangi ALDFG belum tertuang secara eksplisit dalam kebijakan khusus, tetapi
menjadi satu bagian dari 5 kebijakan ekonmi biru yaitu pada kebijakan pembersihan sampah plastic sebagai
bagian dari kebijakan terkait upaya menjaga kelestarian wilayah laut. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya
Indikasi sampah plastik dari alat penangkapan ikan serta barang yang susah terurai dapat mencemari laut
dan mengancam kelestarian lingkungan laut. Secara lingkungan pencemaran sampah plastik merupakan
komponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan
kesehatan manusia). Secara ekologis, terjadinya ghost fishing gear menyebabkan sampah jaring menjerat
biota laut). Pada perspektif ekonomis, perlunya penggantian jaring dan biaya akibat ALDFG menyebabkan
kurangnya efesiensi dan penurunan hasil penangkapan. Pada sisi lain, isu ALDFG juga membahayakan
keselamatan kapal penangkapan ikan.

Dasar hukum dari upaya memerangi ALDFG di Indonesia adalah:

e Perpres N0.83/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun2018-2025, dimana
KKP bertanggung jawab pada pengelolaan sampah plastikyang bersumber dari aktivitas kelautan dan
perikanan. Target Nasional Indonesia adalah mengurangi sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
sebesar 30% pada tahun 2025, dan menangani sampah plastic di laut sebesar 70% padatahun 2025.
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* Ministerial Regulation of the MMAF No. 26/2021, which prohibits the disposal of fishing gear and its
remnants at sea, mandates that damaged or irreparable gear be brought ashore (to fishing ports) for
recycling, and reported to the port authority upon arrival.

* Ministerial Decree of the MMAF No. 130/2023, which provides guidelines for managing plastic waste from
fishing gear, implemented through Director General Circular of the Directorate General of Capture
Fisheries No. B.1694/2024. This circular promotes onboard waste management campaigns and raises
community awareness regarding the end-of-life fishing gear (EOLFG) and ALDFG.

Preventive measures to minimize ALDFG include:

1) Fishing gear management under the Ministerial Regulation of the MMAF No. 36/2023, which limits drift
gillnets on vessels over 30 GT to 2,500 meters in length, with a maximum of four sets per vessel, each
equipped with a radio buoy; while tuna longlines are limited to 2,500 hooks with radio buoys.

2) Vesselinspections mechanisms, referring to Government Regulation No. 27/2021 on vessel seaworthiness;
Ministerial Regulation of the MMAF No. 33/2021 on vessel and fishing gear inspections prior to the
issuance of operating permits; and Ministerial Regulation of the MMAF No. 3/2013 on nautical and
technical inspections prior to departure.

3) Establishment of Indonesian National Standards (SNI) for fishing gear materials, including:

- SNI 8795:2019 (Monofilament Polyamide [PA] nets);

- SNI 8954:2021 (Polyamide [ PA] multifilament nets);

- SNI 8955:2021 (Polyamide [PA] multi-monofilament nets);
- SNI 8577:2018 (Polyamide monofilament threads);

- SNI 8796:2019 (Polyamide multifilament threads); and

- SNI8953:2021 (Polyethylene [PE] multifilament threads.

4) Stakeholder coordination in implementing 3R programs (Reduce, Reuse, Recycle), promoting waste
management in advanced fishing villages (Kampung Nelayan Maju/KALAJU), and conducting awareness
campaigns on the hazards of ghost fishing gear.

5.2. ALDFG STUDIES IN GILLNET AND PURSE SEINE FISHERIES IN FMA 718

FMA 718 is one of the most intensively exploited marine zones in Indonesia, with 2,365 vessels recorded in
2016. The area has been identified as having the highest risk of gear loss, with estimates suggesting that up
to 85% of lost nets may drift into neighbouring countries, thereby potentially contributing to transboundary
marine plastic pollution (Gunn et al. 2010; Wilcox et al. 2013; Edyvane and Penny 2017; Gilman et al. 2021;
MMAF 2025).

The two main study sites, Dobo and Merauke, are characterised by intensive fishing activities. Vessels
operating and docking in these locations vary in size, ranging from less than 12 meters, 12-24 meters, to over
24 meters in length. Fishing operations differ in duration, from single-day trips to month-long expeditions. In
Merauke, fishers typically operate with 9—440 units of nets, while in Dobo, the range extends from 1to 1,500
units. Fishing activity is most intensive between April and December, with ALDFG incidents peaking between
May and November.

ALDFG occurrence in Merauke and Dobo are primarily due to nets becoming entangled on seabed obstacles
such as coral reefs, rocky substrates, or shipwrecks; strong ocean currents; adverse weather conditions; the
use of old or damaged fishing gear; and nets being torn or dragged away by large marine animals.
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e Dasar hukum berikutnya adalah PERMEN KPNO.26/2021 yang menyatakan APl dan ABPI dilarang dibuang
kelaut, membawa kembali dan melaporkan Alat Penangkapan Ikan dan ABPI yang rusak atau tidak dapat
diperbaiki ke pelabuhan penangkapan ikan untuk didaur ulang dan melaporkan kehilangan API dan ABPI
kepada syahbandar saat memasukipelabuhan perikanan.

e Sedangkan KEPMENKPNo0.130/2023 terkait dengan penyusunan surat edaran/pedoman pengelolaan
sampah plastic dari alat penangkapan ikan dan implementasinya berupa SE DirjenPTno.B.1694 tahun2024
yang mencakup sosialisasi tatacara pengelolaan sampah di kapal, sosialisasi kesadaran masyarakat
terhadap pengelolaan jarring yang habis masa pakai, terlantar,hilang,atau terbuangdi laut.

Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan:

1) Pengelolaan APl sesuai dengan PermenKPNo0.36/2023, Jaring insang hanyut kapal>30GT,panjang 2.500m
dan maksimum 4set, setiap set dilengkapi dengan radiobuoy. Sedangkan RawaiTuna dengan 2500
pancing dan radio buoy,

2) Inspeksi berdasarkan PP No27/2021 tentang inspeksi kelayakan kapal, Permen KP No. 33/2021 Inspeksi
kapal dan API sebelum memperoleh izin, dan Permen KP No.3/2013 tentang inspeksi nautis dan teknis
sebelum kapal berlayar,

3) Merumuskan SNI seperti:

- SNI8795:2019 tentang Jaring Poliamida Monofilamen

- SNI8954:2021 tentan Jaring poliamida (PA) multifilament
SNI8955:2021 tentang Jaring poliamida(PA) multi monofilamen

- SNI8577:2018 tentang karakteristik benang polyamide PA monofilament

- SNI8796:2019 tentang Benang poliamidamulti filament dan SN18953:2021 tentang Benang polietilena
(PE) multifilament.

4) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan Program 3R (Reduce, Re-Use, Re-Cycle),
mengelola sampah di kampung nelayan maju (KALAJU), sosialisasi bahaya dan ghost fishing.

5.2. STUDI ALDFG DARI PERIKANAN JARING INSANG DAN PUKAT CINCIN DI WPP 718

Fakta bahwa wilayah laut WPP 718 menjadi wilayah yang sangat intensif dieksploitasi dan terdapat 2,365
kapal (2016) dan mempunyai tingkat risiko hilang yang tertinggi. Sebesar 85% jarring hilang bisa hanyut pada
negara tetangga yang berpeluang menjadi permasalahan sampah platik antar negara (Gunn et al. 2010;
Wilcox et al. 2013; Edyvane and Penny 2017; Gilman et al. 2021; KKP 2025).

Dua lokasi studi Dobo dan Merauke mempunyai karakteristik perikanan cukup intensive. Kapal yang
beroperasi dan bersandar pada wilayah tersebut meliputi kapal dengan selang kelas ukuran kurang dari 12
meter, 12-24 meter dan lebih dari 24 meter. Operasi penangkapan dengan pola trip penangkapan mulai dari
one day fishing sampai bulanan. Dimana nelayan di Merauke membawa 9-440 unit jarring, sementara Dobo
dari 1-1500 unit jering. Nelayan merauke dan dobo paling dominan melakukan penangkapan dari April -
Desember, dan mereka paling sering mengalami ALDFG pada bulan Mei - November.

Penyebab Nelayan Merauke dan Dobo selalu mengalami ALDFG karena factor: Jaring tersangkut pada
hambatan didasar perairan seperti terumbu karang, daerah berbatu, atau bangkai kapal , arus yang kuat,
cuaca buruk, alat tangkapyang sudahtua/rusak dan rusak / tertarik hewan besar.
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Fishers in both regions have adopted several efforts to minimise ALDFG, including collaborating with other
fishers, ensuring that all fishing gear and equipment are maintained in good condition, maintaining
communication with nearby vessels to prevent conflicts, properly securing gear onboard to withstand rough
weather conditions, repairing or replacing unfit or damaged gear, and using effective surface markers or
electronic tracking devices. These initiatives represent preventive, mitigative, and corrective measures
aimed at reducing ALDFG occurrences.

The following recommendations were proposed:

Strengthening outreach programs and enhancing human resource capacity;
2. Improving the reporting system;

3. Expanding and upgrading collection and recycling facilities; and

4. Promoting a circular economy approach in ALDFG management.

—_

5.3. CAUSES OF ALDFG

Fishers in Merauke and Dobo frequently encounter ALDFG due to several contributing factors, including:
Nets becoming entangled on seabed obstacles such as coral reefs, rocky areas, or shipwrecks;
. Strong ocean currents;

N

2
3. Adverse weather conditions;

4. The use of old or damaged fishing gear; and

5. Nets being torn or dragged away by large marine animals.

In general, the causes of ALDFG can be classified into three main categories:
1. Lost and/or abandoned fishing gear during operations at sea;
2. Disposal of damaged or repaired net materials into the ocean; and
3. Inadequate management of end-of-life fishing gear (EOLFG).

6. FAULT TREE GROUP WORK RESULTS

A previous study (Riyanto et al., 2025) identified three main contributing factors (intermediate events) that
are strongly believed to lead to the occurrence of ALDFG at sea: 1) fishing gear lost and/or abandoned during
fishing operations at sea; 2) on-board disposal of waste from fishing gear repair; and 3) poor management
of EOLFG.

A total of 42 participants were divided into three groups, each comprising a mix of fishers, representatives
from the net processing industry, national and local policymakers, academics, and NGO representatives.
Given that the issue of fishing gear lost during fishing operations is more complex than the other two
contributing factors, a larger number of participants were assigned to Group 1.
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Upaya- upaya yang selalu dilakukan oleh Nelayan Merauke dan Dobo dalam mengurangi ALDFG adalah kerja
sama dengan nelayan lain, memastikan semua peralatan yang digunakan bersama alat tangkap dalam kondisi
baik, berkomunikasi dengan kapal lain di sekitar untuk menghindari konflik, menyimpan alat tangkap di atas
kapal dengan aman agar tahan terhadap cuaca buruk, memperbaiki atau mengganti bagian alat tangkap
yang tidak layak atau rusak, dan menggunakan penanda permukaan yang baik atau perangkat elektronik.
Sehingga upaya mengurangi ALFGD melalui upaya preventif, mitigasi dan kuratif.

Rekomendasi yang diusulkan adalah:
1. Penguatan Sosialisasi dan Kapasitas SDM
2. Peningkatan Sistem Pelaporan
3. FasilitasPengumpulandan Daur Ulang
4. Ekonomi Sirkular Berbasis ALDFG

5.3. APA YANG MENYEBABKAN ALDFG?

Penyebab Nelayan Merauke dan Dobo selalu mengalami ALDFG karena factor:
1. Jaring tersangkut pada hambatan didasar perairan seperti terumbu karang, daerah berbatu, atau
bangkai kapal
Arus yang kuat
Cuaca buruk
Alat tangkap yang sudah tua/rusak
Rusak/tertarik hewan besar

Vi wN

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya ALDFG dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok
besar yaitu :

1. Alat tangkap hilang dan/atau ditinggalkan pada saat operasi penangkapan (di laut)

2. Pembuangan Potongan Jaring Rusak/Hasil Perbaikan ke Laut (di laut)

3. Tidak Terkelola Akhir Masa Pakai Alat Tangkap (EOLFG)

6. HASIL KERJA KELOMPOK FAULT TREE

Hasil studi yang dilakukan sebelumnya (Riyanto et al., 2025) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor utama
(intermediate event) yang diduga kuat mempengaruhi terjadinya alat tangkap perikanan yang dibuang,
ditinggalkan dan hilang di laut (ADLFG). Faktor utama tersebut adalah : (1) Alat tangkap hilang dan/atau
ditinggalkan pada saat operasi penangkapan di laut, (2) Pembuangan Sisa Perbaikan di Atas Kapal, dan (3)
Tidak tertanganinya alat tangkap akhir masa pakai (End of Life Fishing Gear/EOLFG).

Peserta yang hadir sebanyak 42 orang dibagi dalam ketiga kelompok. Pembagian kelompok tersebut
dicampur dari unsur nelayan, pelaku usaha pengolah jarring, pengambil keputusan pusat dan daerah,
akademisi dan perwakilan NGO yang hadir. Namun mengingat isu Alat Tangkap Yang Hilang Saat Operasi
Penangkapan lebih kompleks dibandingkan dengan 2 isu lainnya, maka jumlah peserta yang terlibat dalam
kelompok 1 menjadi lebih banyak.
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6.1. FISHING GEAR LOST AND/OR ABANDONED DURING FISHING OPERATIONS AT SEA

Group 1 developed a fault tree structure illustrating the relationships between intermediate and basic

events, as shown in the Figure 1 below.

Lost and/or abandoned during fishing operations at sea
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Figure 1 Fault Tree Analysis of the Main Factor (Intermediate Event)—Fishing Gear Lost and/or Abandoned During Fishing
Operations at Sea

Low

technological
capacity

The group identified eight basic events as the root causes contributing to the loss or abandonment of fishing
gear at sea: 1) low technological capacity, 2) lack of training or outreach, 3) absence of information on fish
migration routes, 4) economic pressure, 5) market opportunities, 6) low compliance with regulations, 7)
limited access to financing, and 8) lack of information technology support.

11 | ALDFG STRATEGIC PLANNING WORKSHOP



ALAT TANGKAP HILANG DAN ATAU DITINGGALKAN
PENANGKAPAN DI LAUT

6.1.

Hasil penyusunan tim kelompok 1 menghasilkan struktur intermediate event dan basic event seperti

dalam gambar berikut.
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Gambar 1 Fault Tree Analysis Faktor Utama (intermediate event) Alat Tangkap Yang Hilang dan Atau Ditinggalkan Saat Operasi

Penangkapan di Laut

Kelompok mengidentifikasi terdapat 8 basic event yang menjadi akar masalah. Meliputi : (1) rendahnya
teknologi, (2) kurangnya pelatihan atau sosialisasi, (3) tidak ada informasi jalur ruaya ikan, (4) tekanan
ekonomi, (5) peluang pasar, (6) tingkat kepatuhan pada regulasi yang kurang, (7) Akses pembiayaan

terbatas, dan (8) kurangnya dukungan teknologi informasi.
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6.2. ON-BOARD DISPOSAL OF WASTE FROM FISHING GEAR REPAIR

The results of the FTA group work for the Intermediate Event (IE) of On-board Disposal of Waste from
Fishing Gear Repair are presented in Figure 2 below.

On-board disposal of waste from fishing gear repair
Al
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Figure 2 Fault Tree Analysis of the Main Factor (Intermediate Event)—On-board Disposal of Waste from Fishing Gear Repair

Following a group presentation using the world café approach—where each group received rotational

feedback from two other groups—Group 2 identified three basic events as the root causes contributing to
the likelihood of on-board disposal of waste from fishing gear repair: 1) limited outreach, 2) lack of training,
and 3) absence of market networking. These factors further exacerbate by the lack of specific government

policies on the identification, handling, and mitigation of ALDFG.
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6.2.

PEMBUANGAN SISA PERBAIKAN DI ATAS KAPAL

Hasil kerja kelompok FTA dengan Intermediate Event (IE) Pembuangan Sisa Perbaikan Alat

Tangkap di Kapal dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Pembuangan sisa perbaikan di atas kapal
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akademik sampah
T Sulit memperbaiki Tersangkut Sisa potongan Belum ada akses
Belumpadisostalizast jarinFé terumbu karang jaring terbawa dengan pasar
angin

J

Dirobek hewan
laut

Kerusakan karena
kapal lain

J

\—| Belum ada pelatihan

Tidak adanya peraturan khusus (pedoman
Inovasi teknologi Pusat pelatihan awak kapal teknis/SOPs atau sejenisnya) Relawan keuangan mandiri

Gambar 2 Fault Tree Analysis Faktor Utama (intermediate event) Pembuangan Sisa Perbaikan Alat Tangkap Diatas Kapal

Belum ada bisnis
model

Setelah melakukan presentasi kelompok dengan pola world café, dimana satu kelompok mendapat masukan
dari dua kelompok yang lain secara bergantian, kelompok 2 mengidentifikasi terdapat 3 pokok masalah
(basic event) yang menjadi akar masalah yang menyebabkan peluang timbulnya pembuangan sisa perbaikan
alat tangkap di atas kapal. Meliputi : (1) terbatasnya sosialisasi, (2) belum ada pelatihan, dan (3) belum
adanya jejaring dengan pasar. Hal ini dipicu oleh belum adanya kebijakan khusus dari pemerintah terhadap
identifikasi, penanganan (handling) maupun upaya untuk mengurangi terjadi ALDFG.
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6.3. POOR MANAGEMENT OF EOLFG

The results of the FTA group work with the Intermediate Event (IE) of Poor Management of EOLFG are
presented in Figure 3 below.

Poor management of EOLFG

f 4 1

Infrastructure Human resources ~ Regulation/
institutional aspects
— | I
No available human . it Lack of public Community monitoring
resource facilities NotEcdpe faclites awareness from the regency govt
Lack of outreachand No central government
High operational costs High recycling costs Low education level funding allocated to No local regulations

training

| —

Challenging geographical
conditions

the region

Waste management not
included in the RPJMD

National policy and
No economic value Not yet a priority strategy not yet
supportive

| L ))
T

No existing market
Limited local authority

Figure 3 Fault Tree Analysis of the Main Factor (Intermediate Event)—Poor Management of EOLFG

Following a group presentation using the world café approach, which facilitated feedback from two other
groups, Group 3 identified four basic events as the root causes contributing to the likelihood of poor
management of EOLFG. These include: 1) challenging geographical conditions, 2) absence of a market for
EOLFG, 3) lack of prioritisation in national and local government policies, and 4) limited authority at the local
level, particularly concerning handling and monitoring efforts. The group’s analysis highlighted a strong
interconnection between fishing operations, government policies, and local government capacity; all of
which are directly linked to the broader issues concerning ALDFG.

7. PRIORITISATION AND SCORING OF SOLUTIONS

To generate potential solutions, a brainstorming session was held with all participants in a panel format using
meta cards. This participatory method was designed to minimise the dominance of verbal inputs and to
ensure that participants who were less comfortable speaking could contribute equally. The facilitators and
co-facilitators collected more than 50 meta cards, each containing a proposed problem-solving idea. Each
card was read aloud to reach groups’ consensus. The agreed meta cards were then arranged on a flip chart
and clustered according to thematic similarity. Based on the grouping process, four main categories of
solutions were identified:

(1) Policy and Institutional Framework,

(2) Capacity Building and Awareness Raising,

(3) Circular Economy and Financing, and

(4) Studies, Innovation, and Technology.
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6.3. TIDAK TERTANGANINYA ALAT TANGKAP AKHIR MASA PAKAI (END OF LIFE FISHING
GEAR/EOLFG)

Hasil kerja kelompok FTA dengan Intermediate Event (IE) Kurangnya Pengelolaan Alat Tangkap Yang
Habis Masa Pakainya di daratan, dapat dilihat dalam Gambar 3 berikut

Tidak tertanganinya alat tangkap akhir masa pakai

1 | 1
Infrastruktur SDM Regulasi/kelembagaan
Belum ada fasilitas Tidak ada fasilitas Rendahnya kesadaran Pengawasan masyarakat
SDM daur ulang masyarakat ditarik dari kabupaten
: : Biaya daur ulang Rendahnya kesadaran Tingkat pendidikan Dana pemerintah pusat Belum ada regulasi
Biayaloperasionalimahal mahal masyarakat rendah belum ada di daerah daerah
. , e Kebijakan dan strategi Penanganan sampah belum
(emrile| geugtrahs yang Belur ada r.ulal Balum jadi prioritas nasional belum ada di Rencana Pembangunan
menantang ekonomi mendukung Jangka Menengah Daerah
I L J
T

Belum ada pasar
Kewenangan daerah
terbatas

Gambar 3 Fault Tree Analysis Faktor Utama (intermediate event) Tidak tertanganinya alat tangkap akhir masa pakai

Setelah melakukan presentasi kelompok dengan pola world café sehingga mendapatkan masukan dari dua
kelompok lainnya, kelompok 3 mengidentifikasi terdapat 4 basic event yang menjadi akar masalah yang
menyebabkan peluang timbulnya pembuangan sisa perbaikan alat tangkap di atas kapal. Meliputi : (1) Kondisi
geografis yang menantang, (2) belum ada pasar (alat tangkap yang habis masa pakai), (3) belum jadi prioritas
kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan (4) Kewenangan daerah terbatas, terutama terkait dengan
upaya penanganan dan pengawasan. Sehingga hasil analisis kelompok ini menunjukan bahwa adanya
konektivitas antara kegiatan operasional penangkapan, kebijakan pemerintah dan kapasitas pemerintah
daerah yang langsung bersentuhan dengan permasalahan ALDFC.

7.PRIORITASI DAN PEMERINGKATAN SOLUSI

Untuk mendapatakn gagasan potensi solusi Hasil curah pendapat dengan seluruh peserta secara panel
menggunakan meta card. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dominasi usulan verbal dan untuk menjamin
kelompok yang sulit menyampaikan gagasan secara verbal tidak terhambat. Fasilitator dan ko-fasilitator
berhasil mengumpulkan lebih dari 50 metacard yang setiap satu meta card berisi usulan pemencahan
masalah. Kemudian dibacakan masing-masing meta card untuk mendapatkan persetujuan peserta. Meta
card yang disepakati kemudian ditempel dalam kertas plano dan dikelompokan sesuai dengan kedekatan
gagasannya. Hasil pengelompokan berdasar kedekatan gagasan atau usulannya, didapatkan empat
kelompok besar yaitu :

(1) Kebijakan,

(2) Peningkatan kapasitas dan penyadartahuan,

(3) Ekonomi Sirkuler dan pendanaan,

(4) Studi, Inovasi dan Teknologi
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In line with participants’ expectations, most of the proposed ideas and suggested solutions fall under the
policy solution group. The clustering of similar ideas or proposals served as the basis for forming groups to
further explore these proposals. The selection of group members was conducted by the committee, taking
into account individual competencies, institutional duties and functions, as well as personal and institutional
interests. This approach was taken to ensure that the simulation analysis would reflect both the individual
and institutional capacities of the participants.

The next task for each group was to select five (5) priority solutions from the available options, taking into
consideration two main factors: a) Feasibility and b) Impact and Continuity. The Feasibility factor was further
divided into four (4) sub-factors: a) cost, b) technical-institutional aspects, ¢) time, and d) stakeholder
support. In addition, the Impact and Continuity factor was divided into three (3) sub-factors: a) scale and
depth of impact, b) financial continuity, and c) stakeholder ownership. The scoring pattern followed the
structure presented in Table 1 below.

Table 1 Scoring pattern for solution ranking

Solution ‘ Factor Sub-factor Criteria
Solution 1 Feasibility Cost-effectiveness Reasonable cost (Y/N) Y=1.N=o.
In line with private interests Y=1.N=o.
(YIN)
Technical and Capacity available (Y/N) Y=1.N=o.
institutional capacity
Stakeholder support Majority support (Y) Y=1.N=o0.
Majority do not support (N)
Realistic timeframe Y/N Y=1.N=o.
Total Feasibility Score Min = 0, Max =5
Impact and Scale and depth of Local/National/Regional Local =1, National = 2,
Continuity impact Regional =3
Root cause/Symptom only Root =1, Symptom =0
Financial continuity Can operate without external Y=1.N=o.
support (Y/N)
Availability of alternative Y=1.N=o.
funding sources (Y/N)
Stakeholder ownership Y/N Y=1.N=o.
Total Impact and Continuity Score Min =1, Max =7
Solution2 | Sameas Same as above Same as above Same as above
above
And so
on.

The scoring results were then illustrated in a Cartesian quadrant graph to identify priority solutions
within each solution group, with emphasis on those located in the most important quadrant—where
both feasibility and the impact-continuity factors are high.

17 | ALDFG STRATEGIC PLANNING WORKSHOP



Sesuai dengan harapan peserta, gagasan untuk usulan solusi yang paling banyak terdapat pada kelompok
solusi kebijakan. Adanya pengelompokan gagasan atau usulan yang saling mendekati, menjadi dasar untuk
penyusunan kelompok untuk mendalami usulan tersebut. Pemilihan anggota kelompok dilakukan oleh
panitia dengan mempertimbangkan kompetensi individual, tugas dan fungsi kelembagaan serta minat
personal dan lembaga. Hal ini dilakukan agar simulasi analisis mempertimbangkan kapasitas individu serta
kelembagaan peserta.

Tugas kelompok selanjutnya adalah memilih 5 prioritas solusi dari sejumlah solusi yang tersedia dengan
memperhatika dua faktor utama yaitu : (1) Kelayakan dan (2) Dampak dan keberlanjutan. Pada faktor
kelayakan dipilah beberap 4 sub faktor yaitu : a. biaya, b. teknis-kelembagaan, c. waktu, dan d. dukungan
stakeholder. Sedangkan faktor Dampak dan keberlanjutan, dibagi menjadi 3 sub faktor yaitu : a. Skala dan
kedalaman dampak, b. Keberlanjutan finansial dan c. Kepemilikan pemangku kepentingan. Pola pemberian
nilai mengikuti pola seperti terlihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Pola pemberian nilai untuk pemeringkatan solusi

Kriteria
Solusi 1 Kelayakan Efektivitas biaya Biaya masuk akal (Y/T) Y=1.T=0
Sejalan dengan kepentingan Y=1.T=0
swasta (Y/T)
Kapasitas teknis dan Kapasitas tersedia (Y/T) Y=1.T=0
kelembagaan
Dukungan pemangku Mayoritas mendukung (Y) Y=1.T=0
kepentingan Mayoritas tidak mendukung (T)
Kerangka waktu realistis YT Y=1.T=0
Total skor Kelayakan Min = 0, Max =5
Dampak Skala dan kedalaman Lokal/Nasional/Regional Lokal =1, Nasional = 2,
dan dampak Regional =3
Keberlanju
tan Akar masalah/Gejala saja Akar =1, Gejala=0
Keberlanjutan finansial Bisa berjalan tanpa dukungan Y=1.T=0
eksternal (Y/T)
Ada peluang pendanaan dari Y=1.T=0
pihak lain (Y/T)
Kepemilikian pemangku YT Y=1.T=0
kepentingan
Total skor Dampak dan Keberlanjutan Min =1, Max =7
Solusi 2 Idem atas Idem atas Idem atas Idem atas
Dst........

Hasil penilaian tersebut kemudian digambarkan pada grafik kuadran Kartesius, untuk mendapat
prioritas solusi pada setiap kelompok solusi pada kuadrant terpenting yaitu pada faktor
kelayakan tinggi dan faktor dampak dan keberlanjutan tinggi.
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7.1. POLICY AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK

The five potential solutions selected by the policy group to address ALDFG-related issues are as follows:

_

2
3.
4

5.

Development of a Standard Operating Procedure (SOP) for ALDFG management;
Formulation of a National Action Plan (NAP);

Development of Local Regulation (PERDA);

Facilitation of fishing community’s consensus; and

Development of a Memorandum of Understanding (MoU) or Cooperation Agreement;

The scoring process for the feasibility and the impact-continuity factors was conducted in a participatory
manner, as shown in the Annex. A summary of the results, indicating the ranking of the proposed

solutions, is presented in Table 2 below.

Table 2 Ranking results of policy and institutional framework solutions for ALDFG

Solution Feasibility Impact and Continuity

1. SOPs 5 5
2. NAP 4 5
3. Local Regulation (PERDA) 5 4
4. Fishing Community’s

Consensus > 4
5. MoU/Cooperation

Agreement 3 >

Based on the scoring, the ranking by feasibility and impact-continuity factors can be seen in the following

figure.
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Figure 4 Priority Solutions in Policy Groups
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7.1. KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

Kelompok kebijakan mengidentifikasi terdapat 5 solusi potensial untuk mengatasi isu ALDFG. Solusi
tersebut adalah sebagai berikut :
Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) Penanganan ALDFG

—_

2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN)

3. Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)

4. Kesepakatan Nelayan

5. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS)
Proses penilaian pada faktor kelayakan dan faktor dampak dan keberlanjutan dilakukan secara
partisipatoris seperti terlihat dalam Lampiran. Hasil ringkasan yang menunjukan pemeringkatan pada
daftar solusi menghasilkan Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Hasil Pemeringkatan daftar solusi kelompokan Kebijakan dan kelembagaan ALDFG

Nama Solusi Kelayakan Dampak dan Keberlanjutan
1. SOP 5 5
2. RAN 4 p)
3. PERDA 5 4
4. Kesepakatan Nelayan 5 4
5 MOU/PKS 3 5

Berdasarkan pada penilaian ini, maka dapat dilihat grafik peringkatan berdasar faktor kelayakan dan
faktor dampak dan keberlanjutan seperti pada gambar berikut.

Prioritisasi Solusi

Dampak dan Keberlanjutan
v

0 0.5 1 1.5 2 52ls 3 35 4 4,5 5 @Solusi

Kelayakan

Gambar 4 Prioritas Solusi Pada Kelompok Kebijakan
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7.2. CAPACITY BUILDING AND AWARENESS RAISING

Based on the meta cards generated during the panel discussion (Figure 5), this group identified seven
(7) potential solutions, including:
1. Community outreach and awareness-raising on ALDFG management;
Operational training on the use of fishing gear;
Training on waste management practices;
Campaigns through social media and print media;
Regional exchange and training programs;
Basic education curriculum on waste management; and

Now Wy

Policy brief for decision-makers.

Figure 5 Meta cards of the Capacity Building and Awareness Raising Solution Group

Based on the selected options, the group then carried out a participatory scoring process for each
option, assessing them according to two main factors: a) feasibility and b) impact—continuity. The
scoring process was conducted openly, as illustrated in Figure 6 below.

Figure 6 Scoring Process of the Capacity Building and Awareness Raising Solution Group

The results were summarised in a structured scoring matrix table. The tabulated results of the
participatory scoring are presented in Table 3 below.

21 | ALDFG STRATEGIC PLANNING WORKSHOP



7.2. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENYADARTAHUAN

Berdasarkan pada metacard yang didapatkan dari diskusi panel (Gambar 5), kelompok ini
mengidentifikasi terdapat 7 potensi solusi. Meliputi :

Sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan ALDFG

Pelatihan operasional alat tangkap ikan

Pelatihan penanganan sampah

—_
.

Kampanye via medsos dan media cetak

Regional exchange/Pelatihan

Kurikulum Pendidikan Dasar Penanganan Sampah
Policy Brief untuk pengambil keputusan

N ov s w

Gambar 5 Metacard Kelompok Solusi Peningkatan Kapasitas dan Penyadartahuan

Berdasarkan pada pilihan tersebut, kemudian kelompok secara partisipastif memberikan penilaian
(scoring) pada setiap opsi tersebut berdasarkan pada faktor kelayakan dan faktor dampak dan
keberlanjutan. Proses tersebut dilakukan dengan memberikan penilaian secara terbuka seperti terlihat
pada Gambar 6 berikut.

Gambar 6 Proses pemberian skor pada kelompok Solusi Peningkatan Kapasitas dan Penyadartahuan

Secara ringkas kemudian dimasukan dalam struktur tabel matrik penilaian. Hasil penilaian tersebut
kemudian ditabulasi dalam Tabel berikut.
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Table 3 Feasibility and Impact-Continuity Scoring of Capacity Building and Awareness Raising Solutions

Solution Feasibility Impact and Continuity

Community outreach and awareness-raising on 5 6
ALDFG management

Campaigns through social media and print media

Training on waste management practices

Operational training on the use of fishing gear

Policy brief for decision-makers

Basic education curriculum on waste management

Regional exchange and training programs

AW |bh (v |WU
v |OO

Based on the table, the quadrant graph is shown below.

Priority Solution

7
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] 5

2 3 3 4 5 ® Solution

2

o
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Impact and Continuity

1

0
Feasibility

Figure 7 Priority Solutions for Capacity Building and Awareness Raising

From the plotting of the solution options above, five priority solutions were identified as follows:

1.

Community outreach and awareness-raising on ALDFG management

This solution was selected due to the low level of awareness among fishing communities in the two
(2) survey locations, where used or fragmented fishing nets are still frequently discarded both at sea
and onshore near the coast. The group viewed this outreach activity as an urgent first step to be
undertaken by both the government and local fishing communities as an initial effort to mitigate
ALDFG.

Campaigns through social media and print media

The group viewed ALDFG management and mitigation campaigns as a strategic initiative, given the
rapid development of social media technology. Communities tend to actively use and follow social
media in their daily lives, including platforms such as Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and
online media outlets. Influencers can also be engaged to collaborate on this issue, while academics
and other stakeholders can work synergistically to support campaigns and raise awareness about
the dangers of ALDFG.
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Tabel 3 Hasil Penilaian Secara Partisipatif Pada Potensi Solusi Kelompok Peningkatan Kapasitas dan
Penyadartahuan

Nama Solusi Kelayakan Dampak dan

Sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan ALDFG

Keberlanjutan

Kampanye via medsos dan media cetak

Pelatihan penanganan sampah

Pelatihan operasional alat tangkap ikan

Policy Brief untuk pengambil keputusan

Kurikulum Pendidikan Dasar Penanganan Sampah

Regional exchange/Pelatihan

AW ||| |U
Vil OO

Berdasarkan pada tabel diatas kemudian digambarkan pada grafik kuadran sebagai berikut.
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Gambar 7 Prioritas Solusi Peningkatan Kapasitas dan Penyadartahuan

Dari plotting opsi solusi diatas didapat 5 opsi solusi pilihan yaitu :

1.

Sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan ALDFG

Solusi ini diambil karena kurangnya kesadaran masyarakat nelayan di 2 lokasi survei yang masih
membuang bekas jaring atau potongan jaring di laut maupun di darat disekitar pantai. Sosialisasi ini
dipandang urgen oleh kelompok sebagai langkah pertama yang perlu diambil baik pemerintah
maupun komunitas lokal nelayan sebagai bentuk penanggulangan ALDFG pertama.

Kampanye di medsos dan media cetak terkait ALDFG

Kampanye penanganan ALDFG dan penanggulangan ALDFG ini dipandang strategis oleh
kelompok,karena dengan perkembangan teknologi media sosial.Masyarakat cenderung mengikuti
dan menggunakan media sosial dalam keseharian. Media bisa berupa facebook, instagram, tik tok,
youtube dan media online. Para influencer juga bisa diajak untuk kolaborasi mengenai masalah ini.
Akademisi dan pemangku kepentingan lainnya bisa sinergi untuk membantu kampanye dan
penyadartahuan bahaya ALDFG ini.
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Training on waste management practices

This solution was selected to address problems related to waste disposal along coastal and marine
areas. The group considered this training essential to equip communities with skills to properly
manage ALDFG waste while also benefiting from circular economy opportunities. The training
activities may include sorting ALDFG by type as well as cleaning, packaging, recycling, or marketing
the materials to collectors or recyclers, allowing communities to gain economic value from these
activities.

Operational training on the use of fishing gear

This solution was proposed because, as identified in the earlier problem tree analysis, many ALDFG
cases are caused by operational errors when using the fishing gear. These include boat crew’s lack
of skills or limited knowledge of GPS technology, Automatic Identification System (AIS), and radio
buoys, as well as inadequate operation of supporting equipment. This measure is considered an
effective approach to address ALDFG issues arising from gear loss.

Policy brief for decision-makers

The policy brief, derived from key data and information gathered from ALDFG management efforts,
serves as a decision support system designed to provide feedback and input for policymakers in
developing policies and technical regulations. This is regarded as highly important for the
government in determining strategic steps for ALDFG mitigation.

7.3. CIRCULAR ECONOMY AND FINANCING

Based on the meta cards, the circular economy development group identified 10 potential solutions.
These potential solutions are as follows:

25

-
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Collection and storage infrastructure (government);

Extended Producer Responsibility (EPR);

Financing for collection and recycling businesses;

Imposition of import tariffs on fishing nets from abroad;

Market regulation and standardisation;

Subsidy (buy-back) scheme;

Post-consumer recycled content (Ministry of Industry)

Foreign financing;

Dedicated allocation within the State and Regional Budgets (APBN/APBD); and

. Environmental fees in obtaining permit.
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3. Pelatihan penanganan sampah ALDFG

Solusi ini diambil karena pembuangan sampah dikawasan pesisir di laut maupun di darat disekitar
pantai. Pelatiha ini dipandang urgen oleh kelompok sebagai langkah untuk melatih masyarakat
terampil mengelola sampah ALDFG, serta mendapatkan hasil dari ekonomi sirkular. Pelatihan ini
antara lain memilah ALDFG berdasarkan jenis, membersihkan, mengemas, mendaur ulang atau
memasarkan ke pengepul atau pendaur ulang sehingga masyarakat memeperoleh ekonomi sirkular
dari kegiatan ini.

4. Pelatihan operasional alat tangkap ikan

Solusi ini diusulkan oleh kelompok karena hasil diskusi sebelumnya di pohon masalah, kebanyakan
kasus ALDFG disebabkan oleh kesalahan operasional alat penangkapan ikan, ABK kapal kurang
terampil atau pengetahuan terhadap teknologi GPS dan penggunaan AlS dan radio buoy juga masih
kurang. Penyebab lain adalah pengoperasian alat bantu yang kurang memadai. Langkah ini dianggap
bisa menggatasi penyebab ALDFG dari sisi gear lost.

5. Policy Brief untuk pengambil keputusan

Policy brief diambil dari data dan informasi penting yang diambil dari penanganan ALDFG,
merupakan decission support system atau sistem yang dirancang untuk memberikan umpan atau
masukan bagi pengambil keputusan untuk membuuat kebijakan dan membuuat regulasi teknis. Hali
ini sangat penting, bagi pemerintah untuk menentukan langkah langkah strategis untuk
penanggulangan ALDFG.

7.3. EKONOMI SIRKULER DAN PENDANAAN

Berdasarkan pada metacard yang diterima, kelompok pengembangan ekonomi sirkuler
mengidentifikasi terdapat 10 solusi potensial. Potensi tersebut adalah:

—_
.

Infrastruktur pengumpulan & penyimpanan (pemerintah)
Tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR)
Pembiayaan untuk usaha pengumpulan untuk didaur ulang)
Pembebanan tarif impor jaring dari luar

Pengaturan pasar dengan standardisasi

Skema subsidi (buy-back)

Post-consumer recycled content (Kemenperin)

Pembiayaan luar negeri

Alokasi khusus untuk APBN/APBD

10. Tarif lingkungan di perizinan

O 0N OOV AW N
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The group then conducted a participatory scoring of these potential solutions. The results of the scoring

based on the feasibility and the impact—continuity factors are presented in the table below.

Table 4 Feasibility and Impact-Continuity Scoring of Circular Economy and Financing Solutions

Solution Feasibility Impact and Continuity
Financing for collection and recycling businesses 5 3.1
Subsidy (buy-back) scheme 5 3.0
Collection and storage infrastructure (government) 4.5 3.3
Imposition of import tariffs on fishing nets from abroad 5 2.6
Foreign financing 4.9 2.8
Post-consumer recycled content (Ministry of Industry) 4.6 2.6
Market regulation and standardisation 4.5 2.1
Extended Producer Responsibility (EPR) 3.5 2.6
Dedicated allocation within the State and Regional Budgets

(APBN/APBD) 2.5 3.4
Environmental fees in obtaining permit 3.4 1.9

Based on the table above, the data were then plotted on a Cartesian quadrant graph, with the horizontal

axis representing feasibility and the vertical axis representing impact and continuity. The plotting results

are illustrated in the following figure.

Priority Solution
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Figure 8 Priority Solutions in Circular Economy Development

Based on Figure 8, the following five priority solutions were identified:

—_

Financing for collection and recycling businesses;
Subsidy (buy-back) scheme;

Vi~ wWN

Foreign financing.

7.4. STUDIES, INNOVATION, AND TECHNOLOGY

Similar to other groups, group members clustered similar ideas, resulting in the identification of six (6)
key research or study areas that need to be pursued (Figure 9). The next process involved conducting a
scoring process to determine the priority scale for the five (5) most important research or study areas.
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Collection and storage infrastructure (government);

Imposition of import tariffs on fishing nets from abroad; and
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Kemudian kelompok secara partisipatori melakukan penilaian terhadap potensi solusi tersebut. Hasil
penilaia pada faktor kelayakan dan faktor dampak dan keberlanjutan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4 Penilaian Faktor Kelayakan dan Dampak dan Keberlanjutan Pada Potensi Solusi Pengembangan
Ekonomi Sirkuler

Nama Solusi Kelayakan Dampak dan

Keberlanjutan
Pembiayaan untuk usaha pengumpulan untuk didaur ulang 5 3.1
Skema subsidi (buy-back) 5 3.0
Infrastruktur pengumpulan & penyimpanan (pemerintah) 4.5 3.3
Pembebanan tarif impor jaring dari luar 5 2.6
Pembiayaan luar negeri 4.9 2.8
Post-consumer recycled content (Kemenperin) 4.6 2.6
Pengaturan pasar dengan standardisasi 4.5 2.1
Tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR) 3.5 2.6
Alokasi khusus untuk APBN/APBD 2.5 3.4
Tarif lingkungan di perizinan 3.4 1.9

Berdasarkan tabel diatas, kemudian dilakukan plotting pada grafik kuadran kartesius dengan aksis
horizontal kelayakan dan aksis vertical adalah dampak dan keberlanjutan. Hasil ploting pada kuadran
tersebut dapat dillihat pada gambar berikut.

Prioritisasi Solusi

30
25

20

@ Solusi

Dampak dan Keberlanjutan
°

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Kelayakan

Gambar 8 Prioritas Solusi Pengembangan Ekonomi Sirkuler

Berdasarkan pada Gambar 8 di atas, didapatkan 5 priotitas solusi sebagai berikut.

—_

Pembiayaan untuk usaha pengumpulan untuk didaur ulang
Skema subsidi (buy-back)

Infrastruktur pengumpulan & penyimpanan (pemerintah)
Pembebanan tarif impor jaring dari luar

vi W N

Pembiayaan luar negeri

7.4. STUDI, INOVASI DAN TEKNOLOGI

Seperti kelompok lainnya, anggota kelompok mengelompokkan ide serupa hingga teridentifikasi enam
(6) bidang penelitian atau kajian utama yang perlu ditindaklanjuti (Gambar 9). Selanjutnya dilakukan
proses penilaian untuk menentukan skala prioritas lima (5) bidang yang paling penting.
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This participatory process is illustrated in Figure 10 below. The summary of the process is shown in Table 5.
Table 5 Feasibility and Impact-Continuity Scoring of Studies, Innovation, and Technology Solutions

Solution Feasibility Impact and Continuity

Development of affordable, innovative, and adaptive 5 7
ALDFG management technologies

Publication of technical information on ALDFG

Hazard mapping of ALDFG-prone locations

Research on the impacts of plastic waste

S|l O

5
3
Development of a utilisation model for EOLFG 4
4
3

Study on the technical lifespan of fishing gear

A

Feasibility Factor Assessment Impact and Continuity Factor
Assessment

Figure 10 Participatory Scoring Process for Feasibility and Impact-Continuity Factors by the Further Research/Study Group

29 | ALDFG STRATEGIC PLANNING WORKSHOP



Proses partisipatif ini ditampilkan pada Gambar 10 di bawah ini. Ringkasan proses disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Penilaian Kelayakan serta Dampak-Keberlanjutan terhadap Kajian, Inovasi, dan Solusi Teknologi

Solusi Kelayakan = Dampak dan Keberlanjutan

Pengembangan teknologi pengelolaan ALDFG yang 5 7
terjangkau, inovatif, dan adaptif
Publikasi informasi teknis tentang ALDFG 5
Pemetaan Lokasi berbahaya ALDFG 3
Pengembangan Model Pemanfaatan EOLFG 4
4
3

Penelitian dampak sampah plastik

Al O

Penelitian umur teknis API

A2

Penilaia'n Faktor Dampak
dan Keberlanjutan

Penilaian Faktor Kelayakan

Gambar 10 Pemberian Nilai Faktor Kelayakan dan Faktor Dampak dan Keberlanjutan Secara Partisipatif Pada Kelompok Riset/Studi
Lanjutan.
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Figure 11 below shows the priority solutions generated from these scores.

Priority Solution

® Solution

Impact and Continuity
O B MW R U~ 0

Feasibility

Figure 11 Priority Solutions by the Further Research/Study Group

Through the process, the group ranked the five potential solutions as follows:

Development of affordable, innovative, and adaptive ALDFG management technologies;
Publication of technical information on ALDFG;

Hazard mapping of ALDFG-prone locations;

Development of a utilisation model for EOLFG; and

Research on the impacts of ALDFG.

—_
.

Vi~ WwWN
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Gambar 11 di bawah ini menunjukkan solusi prioritas yang dihasilkan dari penilaian tersebut.

Prioritisasi Solusi
7

6

Dampak dan Keberlanjutan
D

1 o

0
Kelayakan ® Solusi

Gambar 11 Prioritas Solusi Pada Kelompok Riset/Studi Lanjutan

Hasil analisis tersebut, kelompok Riset/Studi lanjutan mengidentifikasi terdapat 5 studi lanjutan yang
diperlukan yaitu :

(1) Pengembangan Teknologi Terjangkau, Inovatif dan Adaptif untuk Pengelolaan ALDFG;

(2) Publikasiinformasi teknis ALDFG;

(3) Pemetaan lokasi berbahaya ALDFG;

(4) Pengembangan Model Pemanfaatan EOLFG;

(5) Penelitian Dampak ALDFG;
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8. POTENTIAL SOLUTIONS: SUPPORTING AND CONSTRAINING
FACTORS, STAKEHOLDERS, AND IMPLEMENTATION DURATION BY

CATEGORY

8.1. POLICY AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK

Key Supporting and Constraining Factors

The key supporting and constraining factors identified for each policy-related solution are summarised

in the following table.

Table 6 Key Supporting and Constraining Factors for Policy Solutions

SOLUTION ‘ KEY SUPPORTING FACTORS KEY CONSTRAINING FACTORS
1. SOPs e Included in the program onnorms, | e Unclearresponsibilities
standards, procedures, and criteria | ¢ Lack of support from other work
e Quick preparation time units
e Easier regulatory drafting process e Limited scope
e Support from relevant stakeholders
2. NAP ¢ Increasing of global issues e Limited budget

Leadership support
Cross-sector participation
Included in national priorities

Wide geographical coverage

Lack of commitment at both national
and local levels

Lengthy process

3. Local Regulation

Alignment between Regent and

Lack of mutual understanding

Community’s
Consensus

Strong local leadership
Collective monitoring
Local wisdom

(PERDA) Regional House of Representatives between DPRD and local government

(DPRD) 1 leadership (e.g., Merauke) | ¢ Inadequate facilities and

e Effective coordination in line with infrastructure
local wisdom o Weak local leadership commitment

e Academic support from universities | ¢ Work culture and discipline factors
during regulatory drafting process e Absence from provincial/regional

e An area of attention for the local Mid-Term Development Plan (RPJM)
government e Limited understanding among

e Alignment with the Regent’s vision legislators on ALDFG
and mission for fisheries

4. Fishing e Shared interests e Conflicting priorities among parties

Sectoral ego and territoriality
Lack of facilitation and support
Absence of fisher’s associations
Dependence on middlemen (debt
bondage system)

Lack of initiative from community
groups

Low educational attainment among
fishers

Strong sense of ethnic or regional
identity
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8. SOLUSI POTENSIAL : PENDUKUKUNG, HAMBATAN, PEMANGKU
KEPENTINGAN, DAN DURASI IMPLEMETASI PER KATEGORI

8.1. KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
Faktor Utama Pendukung dan Penghambat

Identifikasi faktor pendukung dan penghambat pada solusi untuk kelompok kebijakan dapat dilihat dalam

tabel berikut.

Tabel 6 Faktor Penghambat dan Pendukung Utama Kelompok Kebijakan

SOLUSI

FAKTOR PENDUKUNG UTAMA

FAKTOR HAMBATAN UTAMA

(Merauke)

Koordinasi efektif sesuai dengan
kearifan lokal

Dukungan akademisi
Universitas/Akademisi dalam
proses penyusunan Perda
Menjadi perhatian pemerintah
daerah

Terdapat visi misi bupati dalam
perikanan

1. SOP Masuk program Norma, standar, | ¢ Ketidakjelasan tanggungjawab
prosedur, kriteria e Kurangnya support atau dukungan dari
Waktu penyusunan cepat unit kerja lain
Lebih mudah dalam pembuatan | ¢ Terbatasnya ruang lingkup
aturan
Adanya dukungan stakeholder
terkait

2. RAN Perkembangan Isu Internasional | ¢ Keterbatasan anggaran
Dukungan Pimpinan e Jangkauan wilayah yang luas
Partisipasi antar sektor e Kurangnya komitmen pusat dan daerah
masuk dalam prioritas nasional e Waktu pembentukan lama

3. PERDA Bupati dan Ketua DPRD 1 partai e Kurang kesepahaman DPRD dan Pemda

Kurangnya sarana dan Prasaran
Kurangnya komitmen pimpinan daerah
Faktor budaya kerja dan disiplin

Tidak tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) provinsi/daerah
Pemahaman yang terbatas di kalangan
legislator terkait ALDFG

4. KESEPAKATAN
NELAYAN

Kesamaan keinginan
Kepemimpinan lokal yang kuat
Pengawasan kolektif

Kearifan lokal

Masih adanya pihak-pihak yang
menjadikan prioritas

Ego sektoral wilayah

Lemahnya pendampingan

Belum adanya asosiasi/himpunan
nelayan

Sistem ijon pada nelayan

Belum adanya inisiasi dari salah satu
kelompok

Rendahnya tingkat pendidikan nelayan
Masih kentalnya rasa
kesukuan/kedaerahan
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5. Cooperation e A matter of common concern at e Absence of legal basis
Agreement/MoU both the national and international | e Limited stakeholder engagement

levels e Lack of information on the
e (Corporate Social Responsibility procedures for MoU formulation
recommendations e Political developments affecting the
e Shared objectives cooperation agreements
e Learning exchange with countries e Limited implementation timeframe

experienced in management

Stakeholders and Duration

Key stakeholders involved in developing ALDFG-related policies include national-level government
(ministries/agencies), local governments, private sector, and fishing communities.

Table 7 Key Stakeholders and Estimated Implementation Duration for Policy Solutions

Solution Key Stakeholders and Duration Duration of Implementation
1. SOPs DJPT, DJPSDKP, Secretariat General of MMAF, Two (2) years (short-term)
DJPK, and DJPRL
2. NAP The MMAF, Ministry of Environment, Ministry of | Two (2) years (short-term)

Home Affairs, Ministry of National Development
Planning/National Development Planning Agency
(Bappenas), Coordinating Ministry for Food
Affairs, NGOs, local governments, fishers,
academics, private sector, and media
3. Local Regulation | Provincial DPRD, Regency/City DPRD, MMAF, Two (2) years (short-term)
(PERDA) Regional Development Planning, Research, and
Development Agency (Bappelitbangda),
Planning, Research, and Development Agency
(Bappelitbang), associations, local legal bureau,
and technical offices

4. Fishing Fishers' associations, traditional leaders, One (1) month (short-term)
Community’s religious leaders, community leaders, fishers,
Consensus relevant agencies, extension officers, village
heads
5. Cooperation DJPT, DJPSDKP, SG of MMAF, DJPK, DJPRL, Six (6) months (short-term)

agreement/MoU | NGOs, universities, and local governments
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5.

PKS/MOU

Menjadi perhatian bersama baik | ¢  Belum memiliki dasar hukum
nasional atau internasional e Kurang keterlibatan stakeholder
Rekomendasi dari CSR e Belum terinformasikannya

Adanya tujuan yang sama

tahapan/jalur menyusunan MoU

Learning exchange ke negara e Adanya perkembangan politik yang

yang sudah ekspert dalam

berimbas pada PKS

pengelolaan e Waktu pelaksanaan yang terbatas

Pemangku Kepentingan dan Durasi

Pemangku kepentingan kunci untuk mengembangkan kebijakan

terkait dengan ADLFG diantaranya

mencakup para pemangku kepentingan pada tingkat nasional (kementerian/lembaga), pemerintah daerah,
sektor swast serta nelayan.

Tabel 7 Identifikasi Pemangku Kepentingan Kunci dan Durasi Waktu Implementasi Solusi Kelompok
Kebijakan.

Solusi

Pemangku Kepentinga Kunci

Durasi Implementasi

2 tahun (Jangka Pendek)

1. SOP DJPT, DJPSDKP, Setjen KKP, DJPK, DJPRL

2. RAN KKP, KLH, Kemendagri, BAPENAS, Kemenko 2 tahun (Jangka Pendek)
Pangan, NGO, Pemda Provinsi/Kab/Kota,
nelayan, Akademisi, Swasta, Media.

3. PERDA DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota, KKP, 2 tahun (Jangka Pendek)
Bappelitbangda, Bappelitbang, Asosiasi, Biro
Hukum daerah, Dinas Teknis

4. Kesepakatan Asosiasi neayan, tokoh adat, tokoh agama, 1bulan (Jangka Pendek)

Nelayan tokoh masyarakat, nelayan, dinas terkait,

penyuuluh, kepala desa

5. PKS/MOU DJPT, DJPSDKP, Setjen KKP, DJPK, DJPRL, NGO, 6 bulan (Jangka Pendek)
Universitas, Pemda
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8.2. CAPACITY BUILDING AND AWARENESS RAISING

Key Supporting and Constraining Factors

The analysis of capacity building and awareness raising group identified several critical factors,
comprising both key supporting and constraining factors. See table below for key supporting and
constraining factors for each priority solution in capacity building and awareness raising.

Table 8 Key Supporting and Constraining Factors for Capacity Building and Awareness Raising Solutions

Solution ‘ Key Supporting Factors Key Constraining Factors

1. Community ¢ Nationally integrated financing e Lack of community participation
outreach and schemes e Lack of coordination among institutions
awareness ¢ Institutional readiness of outreach |e Limited access to accurate information

Zig?g on implementers
management | ® Availability of time for
implementation

2. Campaigns ¢ Related technological advances e Limited internet access
through social | e Ease of access to information e Not all people use smartphone or are
media and e Relatively low cost adept at obtaining information or
print media e Support from Influencers technology (technologically illiterate)

3. Training on ¢ Nationally integrated financing e Limited number of competent trainers
waste schemes e Lack of coordination between
management | e [nstitutional readiness of training institutions
practices implementers e Lack of public awareness regarding

¢ Availability of time for ALDFG
implementation

4. Operational ¢ Nationally integrated financing e Participants differ in their acceptance
training on schemes and comprehension of the subject matter
the use of ¢ Institutional readiness of training |e Various socio-cultural backgrounds of
fishing gear implementers participants

¢ Availability of time for J
implementation

5. Policy brief ¢ Availability of data and ¢ Limited information/data from fishers
for decision- information at the national level e Lack of coordination among stakeholders
makers ¢ Availability of relevant regulations |e Lack of integration in the policy-making

e |eaders or decision makers are process
accommodative or receptive to
feedback on policies
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8.2. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENYADARTAHUAN

Faktor Penghambat dan Pendukung

Analisis kelompok peningkatan kapasitas dan penyadartaguan mengidentifikasi beberapa faktor kritikal,
berupa faktor pendukung utama maupun faktor hambatan utama. Faktor pendukung dan penghambat
utama untuk setiap solusi prioritas pada peningkatan kapasitas dan penyadartaguan dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 8 Faktor pendukung utama dan faktor penghambat utama pengembangan solusi prioritas pada
peningkatan kapasitas dan penyadartahuan

Solusi Faktor Pendukung Utama Faktor Hambatan Utama

1. Sosialisasi e Skema Pembiayaan Secara e Minimnya partisipasi masyarakat
kepada nasional terintegrasi e Kurangnya Koordinasi antar lembaga
masyarakat e Kesiapan kelembagaan e Minimnya akses informasi yang akurat
terkait pelaksana sosialisasi
penanganan e Ketersediaan waktu
ALDFG pelaksanaan

2. Kampanye di e Kemajuan Teknologi terkait e Keterbatasan akses internet
medsos dan e Kemudahan akses informasi e Tidak semua masyarakat
media cetak e Biaya relatif murah menggunakan informasi atau
terkait ALDFG ° Dukungan Influencer teknologi smartphone / gaptek

3. Pelatihan e Skema Pembiayaan Secara e Keterbatasan Pelatih / Trainer yang
penanganan nasional terintegrasi kompeten
sampah ALDFG | e Kesiapan kelembagaan e Kurangnya Koordinasi antar lembaga

pelaksana pelatihan e Minimnya kesadaran masyarakat
e Ketersediaan waktu pelaksanaan terkait ALDFG

4. Pelatihan e Skema Pembiayaan Secara e Tingkat penerimaaan dan pemahaman

operasional nasional terintegrasi materi berbeda antar peserta

alat tangkap
ikan

Kesiapan kelembagaan
pelaksana pelatihan
Ketersediaan waktu pelaksanaan

Latar belakang sosial budaya peserta
yang berbeda

Policy Brief
untuk

pengambil
keputusan

Tersedianya data dan informasi
secara nasional

Tersedianya regulasi terkait
Pimpinan atau pengambil
keputusan akomodatif atau
menerima masukan terkait
kebijakan

Minimnya informasi/data dari nelayan
Kurangnya koordinasi antar
pemangku kepentingan

Kurangnya sinkronisasi dalam proses
pengambilan kebijakan
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Stakeholders and Implementation Duration

The capacity building and awareness raising group identified numerous key stakeholders and
determined the (necessary) timeframe for implementing solutions, as shown in the table below.

Table 9 Key Stakeholders and Estimated Implementation Duration for Capacity Building and Awareness

Raising Solutions

Solution Key Stakeholders Duration
1. Community outreach | MMAF, Marine and Fisheries Agency (DKP) at | Mid-term
and awareness raising | provincial and regency levels, NGOs, higher
on handling ALDFG education institutions, Ministry of
Environment, Environmental Agency (DLH),
private sector, fishers, Village Governments,
and Indigenous Peoples' Organizations
2. Campaigns through MMAF, Communication and Information | Long-term
social media and print | Agency (Diskominfo), DKP at provincial level,
media influencers, and NGOs
3. Training on waste MMAF, DKP at provincial level, DLH, higher | Long-term
management practices | education institutions, Ministry of Higher
Education, Science, and Technology
(Kemendiktisaintek), NGOs, and private
sector
4. Operational training MMAF, DKP at provincial level, Fisheries Long-term
on the use of fishing Training and Extension Center (BP3/BPPP),
gear higher education institutions, NGOs, fishers,
fishers’ group
5. Policy brief for MMAF, DPR/DPRD, DKP at provincial and Short-term
decision-makers regional levels, higher education institutions,
NGOs, Ministry of Environment, DLH, fishers,
fishers’ group

8.3. CIRCULAR ECONOMY AND FINANCING

Supporting and Constraining Factors

The analysis of the economic development group identified several critical factors, consisting of key
supporting and constraining factors. For each priority solution in circular economy development, the
factors are summarised in the following table.

Table 10 Key Supporting and Constraining Factors for Circular Economy Solutions

Solution
1. Financing for
collection and

Key Supporting Factors
e Government commitment through
regulations on EOLFG

Key Constraining Factors
e Fluctuating prices of used nets
caused by intermediaries

recycling e Job creation through collection e Transportation costs depending
businesses activities on accessibility
e (Collaboration between e Uncertainty over the continuity
government and private sector of used-net collection
(fisheries, net producers, businesses
recyclers) e Quality and cleanliness of
e Provision of storage facilities for collected nets

end-of-life nets at ports .

¢ Allocation of land for storage in
the absence of port facilities, such
as small-scale fishing piers

Polyester-based plastics
currently cannot be processed
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Pemangku Kepentingan dan Durasi Implementasi

Identifikasi pemangku kepentingan dan kerangka waktu (kebutuhan) implementasi solusi
untuk pada kelompok peningkatan kapasitas dan penyadartahuan, mengidentifikasi beberapa
stakeholder penting seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 9 Identifikasi stakeholder dan durasi waktu kebutuhan implementasi solusi pada peningkatan
kapasitas dan penyadartahuan

Solusi ‘ Pemangku Kepentingan Kunci Durasi

1. Sosialisasi kepada KKP, DKP Prop., DKP Kab., NGO, Pendidikan | Menengah
masyarakat terkait Tinggi, KLH, Dinas LH, Swasta, Nelayan,
penanganan ALDFG | Desa, Lembaga Masyarakat Adat

2. Kampanye di KKP, .Dinas Kominfo, DKP Prop, Influencer, | Panjang
medsos dan media LSM/NGO, Influencer
cetak terkait ALDFG

3. Pelatihan KKP, DKP Propinsi, DLH, Pendidikan Tinggi, | Panjang
penanganan sampah | Kemendikti, NGO, Swasta
ALDFG

4. Pelatihan KKP, DKP Prop, BP3, Pendidikan Tinggi, Panjang
operasional alat LSM/NGO, Nelayan, Kelompok Nelayan
tangkap ikan

5. Policy Brief untuk KKP, DPR /DPRD, DKP Kab, DKP Prop, Pendek
pengambil BRIN, Pendidikan Tinggi, LSM/NGO, KLH,
keputusan DLH, Nelayan, Kelompok Nelayan

8.3. EKONOMI SIRKULER DAN PENDANAAN
Faktor Penghambat dan Pendukung

Analisis kelompok pengembangan ekonomi mengidentifikasi beberapa faktor kritikal, berupa
faktor pendukung utama maupun faktor hambatan utama. Faktor pendukung dan penghambat
utama untuk setiap solusi prioritas pada pengembangan ekonomi sirkuler dapay dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 10 Faktor pendukung utama dan faktor penghambat utama pengembangan solusi pada
pengembangan ekonomi sirkuler

Solusi Faktor Pendukung Utama Faktor Hambatan Utama
1. Pembiayaan | e Pemerintah harus berkomitmen e Harga jaring bekas yang
untuk usaha dengan membuat regulasi yang fluktuatif yang diakibatkan oleh
pengumpulan mengatur jaring habis masa pakai middlemen/tengkulak
jaring bekas e Pembukaan lapangan kerja baru e Biaya transportasi tergantung
untuk didaur untuk aktivitas pengumpulan keterjangkauan wilayah
ulang e Kolaborasi antara pemerintah dan | ¢ Keberlanjutan usaha
pelaku usaha (perikanan, pengumpulan jaring bekas
produsen jaring, daur ulang) dipertanyakan
e Penyediaan tempat penyimpanan | e Kualitas kebersihan jaring bekas
jaring habis masa pakai di yang dikumpulkan
pelabuhan e Jenis plastik polyester saat ini
e Penyediaan lahan untuk tempat tidak bisa ditangani
penyimpanan jika tidak ada
fasilitas pelabuhan seperti tempat
sandar nelayan skala kecil
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Solution ‘ Key Supporting Factors Key Constraining Factors
2. Subsidy (buy- | ¢ Awareness raising among fishers | e Limited awareness among

back) scheme and fisheries businesses on the fishers of the economic value of
benefits of buy-back schemes used nets
e Used net collectors can also serve | e Lack of willingness among net
as suppliers of new nets producers
e Government encouragement for e Weak enforcement in regulating
net producers to implement buy- producers and importers
back mechanisms e Overlapping mandates among
¢ Involvement of fisheries business ministries regarding fishing gear
associations and/or importers in materials
new net supply chains e Absence of feasibility studies or
pilot assessments for the
scheme
3. Collectionand | e Availability of funding and land e Limited land availability
storage ¢ Availability of human resources e Uncertainty over infrastructure
infrastructure continuity
(government) e Underdeveloped enabling

ecosystem for recycling
e Challenges in small and remote

islands
4. Imposition of e Evidence-based studies ¢ Difficulties in controlling white-
import tariffs demonstrating low quality of label imported nets on the
on fishing nets imported nets market
from abroad e Awareness among policymakers e Resistance from imported net
(government) that import tariffs suppliers
can enhance domestic product
competitiveness
e Restrictions and gradual phase-out
of polyester-based nets
e Limited bans on nylon net
importers
5. Foreign e Availability of partner countries or | e Limited continuity of funding
financing international organizations e Donor requirements for national
e Presence of global trade commitments that may become
instruments regulating net burdensome
materials ¢ Inflexible financing models,
e ALDFG has become a global especially for infrastructure
concern (often loan-based)
e Foreign funds may serve as e Global political conditions may
catalytic capital to strengthen the hinder access to financing
ecosystem
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Solusi Faktor Pendukung Utama Faktor Hambatan Utama
2. Skema e Penyadartahuan ke nelayan dan e Kesadaran yang terbatas di
subsidi buy- pelaku usaha perikanan terkait komunitas nelayan terhadap
back/tukar manfaat skema buy back nilai ekonomi jaring bekas
tambah e Pengumpul jaring bekas berperan Produsen jaring belum memilki
juga sebagai supplier jaring baru kemauan
e Pemerintah harus mendorong Kurangnya ketegasan untuk
produsen jaring untuk mengatur produsen dan
melaksanakan skema buy back importir jaring
e Pelibatan asosiasi pengusaha Wewenang yang saling beririsan
perikanan dan/atau importir antar kementerian untuk
dalam suplai jaring baru mengatur material jaring
Belum ada kajian ataupun studi
kelayakan tentang skema ini
3. Infrastruktur | e Pendanaan dan ketersediaan Keterbatasan lahan yang

pengumpulan
&
penyimpanan

lahan
Penyediaan sumber daya manusia

tersedia
Keberlanjutan infrastruktur
dipertanyakan

(pemerintah) Enabling ecosystem untuk daur
ulang belum mumpuni
Lokasi yang menantang di
pulau-pulau kecil dan terpencil
4. Pembebanan | e Kajian yang meyakinkan bahwa White label jaring impor di pasar
tarif impor jaring impor kualitasnya rendah sulit dikendalikan
jaring dari e Penyadartahuan ke pemerintah Perlawanan dari suplier jaring
luar negeri bahwa dengan tarif impor, produk impor
domestik bisa bersaing di pasar
e Pembatasan hingga phase out
jaring dengan berbahan polyester
e Adanya larangan terbatas (latas)
terhadap importir jaring nylon
5. Pembiayaan e Adanya mitra negara atau Keberlanjutan dari pendanaan
luar negeri organisasi internasional terbatas

Adanya instrumen perdagangan
global yang mengatur material
jaring

Isu ALDFG sudah menijadi isu
global/menjadi concern banyak
negara

Dana luar negeri dapat menjadi
dana katalis yang memicu
eksosistem

Tuntutan dari donor berupa
komitmen negara yang dapat
menjadi beban

Model-model pembiayaan tidak
fleksibel, khususnya
infrastruktur—biasanya
modelnya berupa pinjaman
Kondisi politik global dapat
menghabat
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Stakeholders and Duration

The identification of stakeholders and the required timeframe for implementing circular economy
development solutions highlights several key actors, as shown in the following table.

Table 11 Stakeholders and Estimated Implementation Duration for Circular Economy Solutions

Solution ‘ Stakeholder Duration
1. Financing for collection Fishers and fisheries business actors, Short-term
and recycling businesses | fishing ports, port authorities, informal
sector, recycling industry

2. Subsidy (buy-back) Net producers, suppliers, and Long-term

scheme importers, fisher’s cooperatives,
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
(MMAF), local fisheries agencies,
Ministry of Trade

3. Collection and storage Fishing ports, MMAF, local Long-term
infrastructure governments, industrial-scale fisheries
(government) businesses

4. Imposition of import Ministry of Trade, Ministry of Industry, | Long-term
tariffs on fishing nets importers and suppliers, Custom
from abroad Office, fisheries business associations

5. Foreign financing Intergovernmental organizations Mid-term

(1GOs), NGOs, Global funding
institutions, Bureau of International
Cooperation, philanthropic
organisations

8.4. STUDIES, INNOVATION, AND TECHNOLOGY

Supporting and Constraining Factors

Key supporting and constraining factors identified by the further research/study group solutions are
summarised in the following table.

Table 12 Key Supporting and Constraining Factors for Further Research/Study Solutions

Solution Key Supporting Factors Key Constraining Factors
1. Development e Existing initiatives for technological e Absence of key research
of affordable, development (e.g., gear marking under outputs/technologies (e.g.,
innovative, the .Glol'_ftter program? . mor'1itoring, ALDFG fjetection,
and adaptive e Availability of supporting technologies retrieval, a'nd safe disposal
(e.g., drones, ROVs, AUVs) technologies)
ALDFG e Several universities have ongoing  Shortage of technical experts
management research related to ALDFG e Lack of baseline data
technologies * ALDFG management is part of national e Limited human resource capacity
(MMAF) and regional (ATSEA) priority * Inadequate facilities for
programs technological development
* Availability of global-level funding and * Low adoption of technology by
capacity-building initiatives government
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Pemangku Kepentingan dan Durasi Waktu Implementasi

Identifikasi stakeholder serta kerangka waktu (kebutuhan) implementasi solusi untuk pada
kelompok pengembangan ekonomi sirkuler, mengidentifikasi beberapa stakeholder penting
seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 11 Identifikasi stakeholder dan durasi waktu kebutuhan implementasi solusi pada pengembangan
ekonomi sirkuler

Solusi ‘ Stakeholder Durasi
Pembiayaan untuk usaha Nelayan dan pelaku usaha perikanan, Jangka pendek
pengumpulan jaring bekas pelabuhan perikanan, syahbandar pelabuhan,
untuk didaur ulang sektor informal, pendaur ulang
Skema subsidi buy- Produsen jaring, supplier jaring, importir, Jangka panjang
back/tukar tambah koperasi nelayan, Kementerian kelautan dan

perikanan, dinas perikanan setempat,
Kementerian perdagangan

Infrastruktur pengumpulan | Pelabuhan perikanan, KKP, pemerintah Jangka panjang
& penyimpanan daerah setempat, pelaku usaha perikanan
(pemerintah) skala industrial
Pembebanan tarif impor Kementerian perdagangan, Kementerian Jangka panjang
jaring dari luar negeri perindustrian, importir dan suplier, bea cukai,
asosiasi usaha perikanan
Pembiayaan luar negeri IGO, NGO, lembaga pendanaan global, biro Jangka menengah

kerjasama luar negeri, filantropis

8.4. STUDI, INOVASI, DAN TEKNOLOGI

Faktor Penghambat dan Pendorong

Identifikasi faktor krusial berupa faktor penghambat dan faktor pendukung pada kelompok
solusi riset atau studi lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 12 Faktor Penghambat dan Pendukung Utama Kelompok Solusi Riset/Studi Lebih Lanjut

Faktor Pendukung Utama Faktor Hambatan Utama
1. Pengembang | e Terdapat program inisiatif * Belum tersedianya beberapa hasil
an Teknologi pengembangan teknologi untuk riset/teknologi (mis. Monitoring,
Terjangkau, Peng_GIOIaan'ALD.FG (misa. Gear deteksi AL'DFC., teknologi retrieval,
Inovatif dan marklng dari GIolltter)' dan safe dlsposal) .
Adaptif untuk e Tersedianya teknologi pendukung . KL}r“f\ngnya{ jumlah tgnaga ahli
pengelolaan ALDFG (misalnya. Drone, * Minimnya informasi dasar
Pengelolaan ROV, AUV) ¢ Minimnya kapasitas SDM
ALDFG e Telah ada beberapa Universitas yang * Fasilitas pendukung
memiliki kegiatan riset terkait ALDFG pengembangan teknologi kurang
e ALDFG merupakan bagian dari memadai
Program Prioritas dalam skala Nasional | ¢ Kurangnya adopsi teknologi oleh
(KKP) dan Regional (ATSEA) pemerintah
e Terdapat dukungan pembiayaan dan * Belum menjadi prioritas
pengembangan kapasitas untuk pembiayaan (Skala Nasional)
pengelolaan ALDFG (Skala Global) * Minimnya regulasi dan insentif
inovasi berbasis limbah
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Solution

Key Supporting Factors

Key Constraining Factors

* Not yet prioritised in national
funding schemes

* Lack of regulations and incentives
for waste-based innovation

2. Publication of
technical
information on
ALDFG

Existence of circular letters/guidelines
on ALDFG reporting

Availability of facilities for information
dissemination in fishing ports
Established communication channels
supporting ALDFG information delivery

* Absence of ALDFG reporting
practices

e Lack of reporting systems (e.g.,
tracking systems, logbooks,
repositories, manuals)

¢ Limited outreach and information
dissemination

 Lack of reference materials on
ALDFG

e ALDFG terminology remains
unfamiliar

¢ Limited number of fisheries
extension officers in fishing centres

Limited facilities for information
delivery in fishing centres

3. Hazard
mapping of
ALDFG-prone
locations

Availability of historical satellite data for
spatial analysis

Availability of human resources for
mapping

Availability of supporting data (e.g.,
oceanographic data, Global Fishing
Watch tracking data)

Availability of fishing logbook data

e Limited primary data in remote or
conflict-prone areas

* Limited time and logistics for field
observation

e Insufficient data on ALDFG incidents

e Limited human resource capacity in
hazard mapping

* High research costs

e Lack of technologies for hazard
mapping validation

4. Development
of a utilisation
model for
EOLFG

Presence of private sector actors
engaged in EOLFG utilisation (economic
potential)

Ongoing EOLFG-related programs and
initiatives

Availability of technologies for EOLFG
management (e.g., shredding, balling,
incineration)

¢ Absence of business models for
ALDFG utilisation

e Limited research funding for ALDFG
and EOLFG

e Lack of dedicated storage facilities
(reception/storage facilities)

¢ Absence of Norms, Standards,
Procedures, and Criteria related to
EOLFG

5. Research on
the impacts of
ALDFG

Ongoing research initiatives (e.g., ghost
fishing rate studies)

Availability of historical and supporting
environmental data (e.g., temperature,
salinity, ocean currents)

Community and stakeholder initiatives
in plastic waste monitoring

e Limited primary data

¢ Insufficient information on ALDFG-
related waste impacts

e Low research interest in ALDFG
impacts

* Highresearch costs and limited
supporting data
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Solusi Faktor Pendukung Utama Faktor Hambatan Utama
2. Publikasi Telah tersedia Surat Edaran e Belum tersedianya/terlaksananya
informasi (Pedoman) terkait Pelaporan ALDFG pelaporan ALDFG
teknis ALDFG Tersedianya sarana dan fasilitas * Belum tersedianya sistem
penyebaran informasi di Pelabuhan pelaporan ALDFG (mis. Sistem
Perikanan tracking, Logbook, repository, dan
Tersedianya kanal-kanal informasi manual book)
untuk mendukung penyampaian * Kurangnya sosialisasi dan
informasi ALDFG diseminasi informasi
¢ Minimnya sumber informasi
terkait ALDFG
e Istilah/terminology terkait ALDFG
masih asing
¢ Minimnya jumlah penyuluh
perikanan di sentra nelayan
e Minimnya fasilitas pendukung
dalam penyampaian informasi di
sentra nelayan
3. Pemetaan Ketersediaan data historis dari satelit | ¢ Keterbatasan data primer di lokasi
Lokasi Hazard untuk analisis spasial terpencil dan konflik
Mapping Tersedianya SDM dalam pemetaan » Keterbatasan waktu dan logistic
ALDEG Tersedia data pendukung lainnya untuk observasi lapang
(misalnya data oceanografi, data * Minimnya data pelaporan kejadian
tracking kapal Global Fishing Watch) ALDFG
Tersedianya data logbook e Minimnya kapasitas SDM terkait
penangkapan ikan. dengan Hazard Mapping
e Tingginya biaya riset dalam
penentuan Hazard Mapping
* Minimnya teknologi untuk validasi
terkait Hazard Mapping
4. Pengembangan Adanya beberapa private sector * Belum ada model bisnis dalam
Model khusus EOLFG (potensi nilai pemanfaatan ALDFG
Pemanfaatan ekonomi) * Minimnya pembiayaan terkait riset
EOLFG Terdapat program inisiatif terkait ALDFG dan EOLFG
EOLFG ¢ Minimnya bahkan belum ada
Tersedianya teknologi untuk fasilitas penyimpanan khusus
pengelolaan EOLFG (misalnya. untuk EOLFG (reception/storage
Shradding, balling, incinerator) facility)
e Belum tersedianya NSPK terkait
EOLFG
5. Penelitian Sudah dilakukan beberapa inisiatif e Keterbatasan data primer
Dampak ALDFG penelitian terkait ALDFG (misalnya e Minimnya informasinya terkait

Ghost Fishing rate, dsb)
Ketersediaan data historis dan/atau
data dukung lainnya (misalnya. Suhu
perairan, salinitas, arus perairan)
Terdapat inisiatif dari Masyarakat
dan stakeholder dalam pemantauan
sampah plastik

dampak sampah (ALDFG)

e Masih minim minat dari peneliti

terkait dengan dampak ALDFG

e Tingginya biaya dan belum

tersedia data pendukung
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Stakeholders and Implementation Duration

Key stakeholders for developing further research and studies related to ALDFG generally include
research institutions, NGOs, and the private sector. The implementation timeline typically ranges from
short-term (less than 3 years) to medium-term (3-6 vyears). Key stakeholders and required
implementation durations for potential solutions under the further research/study group are presented
in Table 13 below.

Table 13 Key Stakeholders and Estimated Implementation Duration for Further Research/Study Solutions

Solution Key Stakeholders Duration
1. Development of affordable, National Research and Mid-term
innovative, and adaptive Innovation Agency (BRIN),
technologies for ALDFG universities, Research Institutes,
MMATF, Ministry of Environment,
management . .
private sector, NGOs, fishers
2. Publication of technical BRIN, universities, Research Short-term
information on ALDFG Institutes, MMAF, private sector,
NGOs, fishers, mass media
3. Hazard mapping of ALDFG- BRIN, universities, Research Mid-term
prone locations Institutes, MMAF, industry
associations, private sector,
NGOs, fishers
4. Development of a utilisation BRIN, universities, Research Short-term
model for EOLFG Institutes, private sector,
Ministry of Industry, fishers’
associations, NGOs
5. Research on the impacts of BRIN, Ministry of Industry, Short-term
ALDFG private sector, universities

The identification of potential solutions, their key supporting and constraining factors, key stakeholders,
and duration are compiled and shown in Table 14.
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Pemangku Kepentingan dan Durasi Waktu Implementasi

Pemangku kepentingan kunci untuk mengembangkan riset/studi lanjutan terkait dengan ADLFG
secara umum menyangkut kelompok riset serta pihak lain termasuk NGO dan swasta. Durasi
waktu terkait kebutuhan cenderung pada jangka pendek (kurang dari 3 tahun) sampai dengan
jangka menengah (3-6 tahun). Pemangku kepentingan kunci dan durasi waktu implementasi
untuk solusi potensial pada kelompok riset/studi lebih lanjut dapat dilihat dalam Tabel 13 berikut.

Tabel 13 Identifikasi Pemangku Kepentingan Kunci dan Durasi Waktu Implementasi Solusi Kelompok

Riset/Studi Lebih Lanjut
Solusi

1. Pengembangan Teknologi
Terjangkau, Inovatif dan
Adaptif untuk Pengelolaan
ALDFG

Pemangku Kepentingan Kunci

BRIN, PT, Balai Riset, KKP, KLH,
Swasta, NGO, Nelayan

Durasi

Jangka Menengah

2.Publikasi informasi teknis
ALDFG

BRIN, PT, Balai Riset, KKP,
Swasta, NGO, Nelayan, Media
Massa

Jangka Pendek

3.Pemetaan Lokasi Hazard
Mapping ALDFG

BRIN, PT, Balai Riset, KKP,
Asosiasi Perusahaan, Swasta,
NGO, Nelayan

Jangka Menengah

4.Pengembangan Model
Pemanfaatan EOLFG

BRIN, PT, Balai Riset, Swasta,
Kemenperin, Asosiasi Nelayan,
NGO

Jangka Pendek

5. Penelitian Dampak ALDFG

BRIN, Kemenperin,Swasta, PT

Jangka Pendek

Identifikasi solusi potensial, faktor pendukung dan penghambat utama, pemangku kepentingan kunci,

serta durasinya dirangkum dan disajikan pada Tabel 14.
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Table 14 Outcomes Table

Policy and Institutional frameworks

(PERDA)

Regional House of Representatives
(DPRD) - one leadership (e.g.,
Merauke)

Effective coordination in line with
local wisdom

e Academic support from

universities during regulatory
drafting process

between DPRD and local
government

Inadequate facilities and
infrastructure

Weak local leadership
commitment

Work culture and discipline
factors

DPRD, MMAF, Regional
Development Planning,
Research, and Development
Agency (Bappelitbangda),
Planning, Research, and
Development Agency
(Bappelitbang), associations,

Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration
(order from highest to
lowest scoring withing
each category)
SOPs 10 Included in the program on norms, Unclear responsibilities DJPT, DJPSDKP, Secretariat 2 years (short-
standards, procedures, and criteria Lack of support from other General of MMAF, DJPK, and term)
Quick preparation time work units DJPRL
Easier regulatory drafting process Limited scope
Support from relevant
stakeholders
NAP 9 Increasing of global issues Limited budget The MMAF, Ministry of Two (2) years
Leadership support Wide geographical coverage Environment, Ministry of (short-term)
Cross-sector participation Lack of commitment at both Home Affairs, Ministry of
Included in national priorities national and local levels National Development
Lengthy process Planning/National
Development Planning Agency
(Bappenas), Coordinating
Ministry for Food Affairs,
NGOs, local governments,
fishers, academics, private
sector, and media
Local Regulation 9 Alignment between Regent and Lack of mutual understanding | Provincial DPRD, Regency/City | Two (2) years

(short-term)
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Tabel 14 Tabel Capaian

T _—__—_—_“,’,

kepemimpinan (misalnya di
Merauke)

Koordinasi yang efektif sesuai
dengan kearifan lokal
Dukungan akademik dari
perguruan tinggi dalam proses
penyusunan regulasi

Menjadi perhatian pemerintah
daerah

Sarana dan prasarana yang
belum memadai

Lemahnya komitmen
pimpinan daerah

Faktor budaya kerja dan
disiplin

Bappelitbang, Asosiasi,

Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
(diurutkan dari skor Utama
tertinggi ke terendah
dalam setiap kategori)

SOPs 10 Termasuk dalam program terkait Tanggung jawab yang belum | DJPT, DJPSDKP, Sekjen KKP, Dua (2) tahun
norma, standar, prosedur, dan jelas DJPK, dan DJPRL (jangka
kriteria Kurangnya dukungan dari pendek)
Waktu persiapan yang relatif unit kerja lain
singkat Ruang lingkup yang terbatas
Proses penyusunan regulasi yang
lebih mudah
Dukungan dari pemangku
kepentingan terkait

RAN 9 Meningkatnya isu global Anggaran yang terbatas KKP, KLH, Kemendagri, Dua (2) tahun
Dukungan dari pimpinan Cakupan wilayah yang luas BAPPENAS, Kemenko Pangan, | (jangka
Partisipasi lintas sektor Kurangnya komitmen di NGO, Pemda pendek)
Termasuk dalam prioritas tingkat nasional maupun Provinsi/Kab/Kota, nelayan,
nasional daerah Akademisi, Swasta, Media.

Proses yang memakan waktu
lama

PERDA 9 Keselarasan antara Bupati dan Kurangnya kesepahaman DPRD Provinsi, DPRD Dua (2) tahun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara DPRD dan pemerintah | Kab/kota, KKP, (jangka
(DPRD) dalam satu daerah Bappelitbangda, pendek)
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Policy and Institutional frameworks

international levels

Corporate Social Responsibility
recommendations

Shared objectives

Learning exchange with
countries experienced in
management

engagement

Lack of information on the
procedures for MoU
formulation

Political developments
affecting the cooperation
agreements

Limited implementation
timeframe

universities, and local
governments

Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration
(order from highest to
lowest scoring withing
each category)
An area of attention for the local Absence from local legal bureau, and
government provincial/regional Mid-Term | technical offices
Alignment with the Regent’s Development Plan (RPJM)
vision and mission for fisheries
Fishing 9 Shared interests Conflicting priorities among | Fishers' associations, One (1) month
Community’s Strong local leadership parties traditional leaders, religious (short-term)
Consensus Collective monitoring Sectoral ego and territoriality | |eaders, community leaders,
Local wisdom Lack of facilitation and . :
support flshers,. rele\f/?nt age:laes,
Absence of fisher's extension officers, village
o heads
associations
Dependence on middlemen
(debt bondage system)
Lack of initiative from
community groups
Low educational attainment
among fishers
Strong sense of ethnic or
regional identity
MoU/Cooperation 8 A matter of common concern at Absence of legal basis DJPT, DJPSDKP, SG of MMAF, Six (6)
Agreement both the national and Limited stakeholder DJPK, DJPRL, NGOs, months

(short-term)
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Kerangka kebijakan dan kelembagaan

Sosial Perusahaan (CSR)

Tujuan bersama

Pertukaran pembelajaran dengan
negara yang berpengalaman
dalam pengelolaan

Kurangnya informasi
mengenai prosedur
penyusunan MoU
Dinamika politik yang
memengaruhi perjanjian
kerja sama

Waktu pelaksanaan yang
terbatas

Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
(diurutkan dari skor Utama
tertinggi ke terendah
dalam setiap kategori)
Menjadi perhatian pemerintah Tidak tercantum dalam Biro Hukum daerah, Dinas
daerah Rencana Pembangunan Teknis
Selaras dengan visi dan misi Jangka Menengah Daerah
Bupati di sektor perikanan (RPJMD) provinsi/daerah
Kesepakatan 9 Kepentingan bersama Perbedaan prioritas pihak Asosiasi neayan, tokoh adat, 1 bulan
Nelayan Kepemimpinan daerah yang kuat Ego sektoral dan tokoh agama, tokoh (Jangka
Pemantauan bersama kecenderungan teritorial masyarakat, nelayan, dinas Pendek)
Kearifan lokal Kurangnya fasilitasi dan terkait, penyuuluh, kepala
dukungan desa
Tidak ada asosiasi nelayan
Ketergantungan pada
tengkulak (sistem ikatan
utang)
Kurangnya inisiatif dari
kelompok masyarakat
Rendahnya tingkat
pendidikan nelayan
Kuatnya identitas etnis atau
kedaerahan
PKS/MOU 8 Menjadi perhatian bersama di Tidak adanya dasar hukum DJPT, DJPSDKP, Setjen KKP, 6 bulan
tingkat nasional dan internasional Keterlibatan pemangku DJPK, DJPRL, NGO, (Jangka
Rekomendasi Tanggung Jawab kepentingan yang terbatas Universitas, Pemda Pendek)

LOKAKARYA PERENCANAAN STRATEGIS ALDFG

52



Capacity Building and Awareness Raising

Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration
Community 11 Nationally integrated financing Lack of community MMAF, Marine and Fisheries Mid-term
outreach and schemes participation Agency (DKP) at provincial
awareness-raising Institutional readiness of Lack of coordination among | and regency levels, NGOs,
on ALDFG outljeac'h' |mple'menters |n'st!tut|ons higher education institutions,

Availability of time for Limited access to accurate - .
management . . . . Ministry of Environment,
implementation information .
Environmental Agency (DLH),
private sector, fishers, Village
Governments, and Indigenous
Peoples' Organizations
Campaigns through | 11 Related technological advances Limited internet access MMAF, Communication and Long-term
social media and Ease of access to information Not all people use Information Agency
print media Relatively low cost smartphone or are adeptat | (piskominfo), DKP at
Support from Influencers obtaining information or provincial level, influencers,
technology (technologicall
e gy ( 81 | and NGOs
illiterate)
Training on waste 1 Nationally integrated financing Limited number of MMAF, DKP at provincial level, | Long-term

management
practices

schemes

Institutional readiness of training
implementers

Availability of time for
implementation

competent trainers

Lack of coordination
between institutions
Lack of public awareness
regarding ALDFG

DLH, higher education

institutions, Ministry of Higher

Education, Science, and
Technology
(Kemendiktisaintek), NGOs,
and private sector
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Pengembangan Kapasitas dan Penyadartahuan

pelaksana pelatihan
Ketersediaan waktu pelaksanaan

lembaga
Minimnya kesadaran
masyarakat terkait ALDFG

Swasta

Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
Utama

Sosialisasi dan 1 Skema pembiayaan terintegrasi Kurangnya partisipasi KKP, DKP Prop., DKP Kab., Jangka
peningkatan secara nasional masyarakat NGO, Pendidikan Tinggi, KLH, | Menengah
kesadaran Kesiapan kelembagaan Kurangnya koordinasiantar | pinas LH, Swasta, Nelayan,
masyarakat tentang pelaksana sosialisasi lembaga Desa, Lembaga Masyarakat

Ketersediaan waktu untuk Terbatasnya akses terhadap
pengelolaan ALDFG Adat

pelaksanaan informasi yang akurat
Kampanye di 1 Kemajuan Teknologi terkait Keterbatasan akses internet | KKP, Dinas Kominfo, DKP Jangka
medsos dan media Kemudahan akses informasi Tidak semua masyarakat Prop, Influencer, LSM/NGO, Panjang
cetak Biaya relatif murah menggunakan informasi Influencer

Dukungan Influencer atau teknologi smartphone /

gaptek

Pelatihan 1 Skema Pembiayaan Secara Keterbatasan Pelatih/ KKP, DKP Propinsi, DLH, Jangka
penanganan nasional terintegrasi Trainer yang kompeten Pendidikan Tinggi, Panjang
sampah Kesiapan kelembagaan Kurangnya Koordinasi antar | Kemendiktisaintek, NGO,
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Capacity Building and Awareness Raising

Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration
Operational training | 9 e Nationally integrated financing Participants differ in their MMAF, DKP at provincial level, | Long-term
on the use of fishing schemes acceptance and Fisheries Training and
gear J !nstitutional readiness of training comprehension of the subject | gytension Center (BP3/BPPP),

implementers ma’Fter ) higher education institutions,
e Availability of time for Various socio-cultural . . ,
. . . NGOs, fishers, fishers’ group
implementation backgrounds of participants
Policy brief for 8 e Availability of data and Limited information/data from | MMAF, DPR/DPRD, DKP at Short-term
decision-makers information at the national level fishers provincial and regional levels,
e Availability of relevant regulations Lack of coordination among higher education institutions,
e Leaders or decision makers are stakeholders NGOs, Ministry of
)
accommodative or receptive to Lack of integration in the . .
.. . . Environment, DLH, fishers,
feedback on policies policy-making process )
fishers’ group
Circular Economy and Financing

Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration

Financing for 8.1 e Government commitment through Fluctuating prices of used nets | Fishers and fisheries business | Short-term

collection and
recycling businesses

regulations on EOLFG

e Job creation through collection
activities

e Collaboration between
government and private sector
(fisheries, net producers,
recyclers)

e Provision of storage facilities for
end-of-life nets at ports

e Allocation of land for storage in
the absence of port facilities, such

as small-scale fishing piers

caused by intermediaries
Transportation costs
depending on accessibility
Uncertainty over the
continuity of used-net
collection businesses

Quality and cleanliness of
collected nets
Polyester-based plastics
currently cannot be processed

actors, fishing ports, port
authorities, informal sector,
recycling industry
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Pengembangan Kapasitas dan Penyadartahuan

jaring bekas untuk
didaur ulang

mengatur jaring habis masa pakai
Pembukaan lapangan kerja baru
untuk aktivitas pengumpulan
Kolaborasi antara pemerintah dan
pelaku usaha (perikanan,
produsen jaring, daur ulang)
Penyediaan tempat penyimpanan
jaring habis masa pakai di
pelabuhan

Penyediaan lahan untuk tempat
penyimpanan jika tidak ada
fasilitas pelabuhan seperti tempat
sandar nelayan skala kecil

oleh middlemen/tengkulak
Biaya transportasi tergantung
keterjangkauan wilayah
Keberlanjutan usaha
pengumpulan jaring bekas
dipertanyakan

Kualitas kebersihan jaring
bekas yang dikumpulkan
Jenis plastik polyester saat ini
tidak bisa ditangani

perikanan, syahbandar
pelabuhan, sektor informal,
pendaur ulang

Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
Utama
Pelatihan 9 e Skema Pembiayaan Secara Tingkat penerimaaan dan KKP, DKP Prop, BP3, Jangka
operasional alat nasional terintegrasi pemahaman materi berbeda Pendidikan Tinggi, LSM/NGO, | Panjang
tangkap ikan * Kesiapan kelembagaan pelaksana antar peserta Nelayan, Kelompok Nelayan
pelatihan Latar belakang sosial budaya
e Ketersediaan waktu pelaksanaan peserta yang berbeda
Policy Brief untuk 8 e Tersedianya data dan informasi Minimnya informasi/data dari KKP, DPR /DPRD, DKP Kab, Jangka
pengambil secara nasional nelayan DKP Prop, BRIN, Pendidikan Pendek
keputusan * Tersedianya regulasi terkait Kurangnya koordinasi antar Tinggi, LSM/NGO, KLH, DLH,
* Pimpinan atau pengambil pemangku kepentingan Nelayan, Kelompok Nelayan
keputusan akomodatif atau . e
menerima masukan terkait Kurangnya sinkronisasi dalam
kebijakan proses pengambilan kebijakan
Ekonomi Sirkular dan Pendanaan
Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
Utama
Pembiayaan untuk | 8.1 e Pemerintah harus berkomitmen Harga jaring bekas yang Nelayan dan pelaku usaha Jangka
usaha pengumpulan dengan membuat regulasi yang fluktuatif yang diakibatkan perikanan, pelabuhan Pendek
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Circular Economy and Financing

import tariffs on
fishing nets from
abroad

demonstrating low quality of
imported nets

Awareness among policymakers
(government) that import tariffs
can enhance domestic product
competitiveness

Restrictions and gradual phase-out
of polyester-based nets

Limited bans on nylon net
importers

white-label imported nets on
the market

Resistance from imported net
suppliers

Industry, importers and
suppliers, Custom Office,
fisheries business associations

Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration
Subsidy (buy-back) 8.0 Awareness raising among fishers Limited awareness among Net producers, suppliers,and | Long-term
scheme and fisheries businesses on the fishers of the economic value importers, fisher’s

benefits of buy-back schemes of used nets cooperatives, Ministry of
Used nejc collectors can also serve Lack of willingness among net | - oo Affairs and Fisheries
as suppliers of new nets producers . (MMAF), local fisheries
Government encouragement for Weak enforcement in . .
net producers to implement buy- regulating producers and agencies, Ministry of Trade
back mechanisms importers
Involvement of fisheries business Overlapping mandates among
associations and/or importers in ministries regarding fishing
new net supply chains gear materials
Absence of feasibility studies
or pilot assessments for the
scheme
Collection and 7.8 Availability of funding and land Limited land availability Fishing ports, MMAF, local Long-term
storage Availability of human resources Uncertainty over governments, industrial-scale
infrastructure infrastructure continuity fisheries businesses
(government) Underdeveloped enabling
ecosystem for recycling
Challenges in small and remote
islands
Imposition of 7.6 Evidence-based studies Difficulties in controlling Ministry of Trade, Ministry of Long-term
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Ekonomi Sirkular dan Pendanaan

luar negeri

Penyadartahuan ke pemerintah
bahwa dengan tarif impor, produk
domestik bisa bersaing di pasar
Pembatasan hingga phase out
jaring dengan berbahan polyester
Adanya larangan terbatas (latas)
terhadap importir jaring nylon

Perlawanan dari suplier jaring
impor

Importir dan supplier, Bea
cukai, asosiasi usaha
perikanan

Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
Utama
Skema subsidi buy- | 8.0 Penyadartahuan ke nelayan dan Kesadaran yang terbatas di Produsen jaring, supplier Jangka
back/tukar tambah pelaku usaha perikanan terkait komunitas nelayan terhadap jaring, importir, koperasi Panjang
manfaat skema buy back nilai ekonomi jaring bekas nelayan, Kementerian
Pengumpul jaring bekas berperan Produsen jaring belum memilki | | 15utan dan perikanan, dinas
juga sebagai supplier jaring baru kemauan .
Pemerintah harus mendorong Kurangnya ketegasan untuk perlkanan-setempat,
produsen jaring untuk mengatur produsen dan Kementerian perdagangan
melaksanakan skema buy back importir jaring
Pelibatan asosiasi pengusaha Wewenang yang saling
perikanan dan/atau importir dalam beririsan antar kementerian
suplai jaring baru untuk mengatur material
jaring
Belum ada kajian atau studi
kelayakan tentang skema ini
Infrastruktur 7.8 Pendanaan dan ketersediaan lahan Keterbatasan lahan yang Pelabuhan perikanan, KKP, Jangka
pengumpulan & Penyediaan sumber daya manusia tersedia Pemerintah daerah setempat, | Panjang
penyimpanan Keberlanjutan infrastruktur Pelaku usaha perikanan skala
(pemerintah) dipertanyakan industrial
Enabling ecosystem untuk
daur ulang belum mumpuni
Lokasi yang menantang di
pulau-pulau kecil dan terpencil
Pembebanan tarif 7.6 Kajian yang meyakinkan bahwa White label jaring impor di Kementerian perdagangan, Jangka
impor jaring dari jaring impor kualitasnya rendah pasar sulit dikendalikan Kementerian Perindustrian, Panjang
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Circular Economy and Financing

technologies

technologies (e.g., drones, ROVs,
AUVs)

Several universities have ongoing
research related to ALDFG

ALDFG management is part of
national (MMAF) and regional
(ATSEA) priority programs
Availability of global-level funding
and capacity-building initiatives

Shortage of technical experts
Lack of baseline data

Limited human resource
capacity

Inadequate facilities for
technological development
Low adoption of technology
by government

Not yet prioritised in national
funding schemes

Lack of regulations and
incentives for waste-based
innovation

NGOs, fishers

Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration
Foreign financing 7.6 ¢ Availability of partner countries or Limited continuity of funding Intergovernmental Mid-term
international organizations Donor requirements for organizations (IGOs), NGOs,
e Presence of global trade national commitments that Global funding institutions,
instruments regulating net may become burdensome Bureau of International
materials Inflexible financing models, Cooperation, philanthropic
e ALDFG has become a global especially for infrastructure S
concern (often loan-based) organisations
e Foreign funds may serve as Global political conditions may
catalytic capital to strengthen the hinder access to financing
ecosystem
Studies, Innovation, and Technology
Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration
Development of 12 e Existing initiatives for Absence of key research National Research and Mid-term
affordable, technological development (e.g., outputs/technologies (e.g., Innovation Agency (BRIN),
innovative, and gear marking under the GloLitter monitoring, ALDFG detection, universities, Research
adaptive ALDFG pro_g"a'?’.) ) retrieval, a,nd safe disposal Institutes, MMAF, Ministry of
¢ Availability of supporting technologies) ) )
management Environment, private sector,
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Ekonomi Sirkular dan Pendanaan

Pengelolaan ALDFG

e Tersedianya teknologi pendukung
pengelolaan ALDFG (misalnya.
Drone, ROV, AUV)

e Beberapa universitas memiliki
kegiatan riset terkait ALDFG

e ALDFG merupakan bagian dari
Program Prioritas dalam skala
Nasional (KKP) dan Regional
(ATSEA)

e Terdapat dukungan pembiayaan
dan pengembangan kapasitas
untuk pengelolaan ALDFG (Skala
Global)

disposal)

Kurangnya jumlah tenaga ahli
Minimnya informasi dasar
Minimnya kapasitas SDM
Fasilitas pendukung
pengembangan teknologi
kurang memadai

Kurangnya adopsi teknologi
oleh pemerintah

Belum menjadi prioritas
pembiayaan (Skala Nasional)
Minimnya regulasi dan insentif
inovasi berbasis limbah

Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
Utama
Pembiayaan luar 7.6 e Adanya mitra negara atau Keberlanjutan dari pendanaan | IGO, NGO, lembaga Jangka
negeri organisasi internasional terbatas pendanaan global, biro Menengah
e Adanya instrumen perdagangan Tuntutan dari donor berupa kerjasama luar negeri,
global yang mengatur material komitmen negara yang dapat filantropis
jaring menjadi beban
e |su ALDFG sudah menjadiisu Model-model pembiayaan
global/menjadi concern banyak tidak fleksibel, khususnya
negara infrastruktur-biasanya
e Dana luar negeri dapat menjadi modelnya berupa pinjaman
dana katalis yang memicu Kondisi politik global dapat
eksosistem menghabat
Studi, Inovasi, dan Teknologi
Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
Utama
Pengembangan 12 e Terdapat program inisiatif Belum tersedianya beberapa BRIN, Perguruan tinggi, Balai Jangka
Teknologi pengembangan teknologi untuk hasil riset/teknologi (mis. Riset, KKP, KLH, Swasta, NGO, | Menengah
Terjangkau, Inovatif peng'elolaan‘ALD.FG (mis. Gear Monitorir?g, dfateksi ALDEFG, Nelayan
dan Adaptif untuk marking dari Glolitter) teknologi retrieval, dan safe
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Studies, Innovation, and Technology

ALDFG-prone
locations

data for spatial analysis

Availability of human resources for

mapping

Availability of supporting data (e.g.,
oceanographic data, Global Fishing

Watch tracking data)

Availability of fishing logbook data

or conflict-prone areas

Limited time and logistics for
field observation

Insufficient data on ALDFG
incidents

Limited human resource
capacity in hazard mapping
High research costs

Lack of technologies for hazard
mapping validation

Institutes, MMAF, industry
associations, private sector,
NGOs, fishers

Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration
Publication of 1 e Existence of circular Absence of ALDFG reporting BRIN, universities, Research Short-term
technical letters/guidelines on ALDFG practices Institutes, MMAF, private
information on reporting Lack of reporting systems (e.g., | sector, NGOs, fishers, mass
ALDFG Availability of facilities for tracking systems, logbooks, media

information dissemination in fishing repositories, manuals)
ports Limited outreach and
Established communication information dissemination
channels supporting ALDFG Lack of reference materials on
information delivery ALDFG
ALDFG terminology remains
unfamiliar
Limited number of fisheries
extension officers in fishing
centres
Limited facilities for
information delivery in fishing
centres
Hazard mapping of | 9 Availability of historical satellite Limited primary data in remote | BRIN, universities, Research Mid-term
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Studi, Inovasi, dan Teknologi

ALDFG

Tersedianya SDM dalam pemetaan
Tersedia data pendukung lainnya
(misalnya data oceanografi, data
tracking kapal Global Fishing
Watch)

Tersedianya data logbook
penangkapan ikan.

Keterbatasan waktu dan logistic
untuk observasi lapang
Minimnya data pelaporan
kejadian ALDFG

Minimnya kapasitas SDM terkait
dengan Hazard Mapping
Tingginya biaya riset dalam
penentuan Hazard Mapping
Minimnya teknologi untuk
validasi terkait Hazard Mapping

Perusahaan, Swasta, NGO,
Nelayan

Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
Utama
Publikasi informasi | 11 e Telah tersedia Surat Edaran Belum BRIN, Perguruan tinggi, Balai | Jangka
teknis ALDFG (Pedoman) terkait Pelaporan tersedianya/terlaksananya Riset, KKP, Swasta, NGO, Pendek
ALDFG pelaporan ALDFG Nelayan, Media Massa
Tersedianya sarana dan fasilitas Belum tersedianya sistem
penyebaran informasi di Pelabuhan pelaporan ALDFG (mis. Sistem
Perikanan tracking, Logbook, repository,
Tersedianya kanal-kanal informasi dan manual book)
untuk mendukung penyampaian Kurangnya sosialisasi dan
informasi ALDFG diseminasi informasi
Minimnya sumber informasi
terkait ALDFG
Istilah/terminology terkait
ALDFG masih asing
Minimnya jumlah penyuluh
perikanan di sentra nelayan
Minimnya fasilitas pendukung
dalam penyampaian informasi
di sentra nelayan
Pemetaan Lokasi 9 Ketersediaan data historis dari Keterbatasan data primer di BRIN, Perguruan tinggi, Balai | Jangka
Hazard Mapping satelit untuk analisis spasial lokasi terpencil dan konflik Riset, KKP, Asosiasi Menengah
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Studies, Innovation, and Technology

Activity Score Key Supporting Factors Key Constraining Factors Key Stakeholders Duration
Development of a 9 e Presence of private sector actors e Absence of business models for | BRIN, universities, Research Short-term
utilisation model for engaged in EOLFG utilisation ALDFG utilisation Institutes, private sector,

EOLFG (economic potential) e Limited research funding for Ministry of Industry, fishers’
* Ongoing EOLFG-related programs ALDFG and EOLFG L
N . associations, NGOs
and initiatives * Lack of dedicated storage
e Availability of technologies for facilities (reception/storage
EOLFG management (e.g., facilities)
shredding, balling, incineration) ¢ Absence of Norms, Standards,
Procedures, and Criteria related
to EOLFG
Research on the 8 * Ongoing research initiatives (e.g., e Limited primary data BRIN, Ministry of Industry, Short-term
impacts of ALDFG ghost fishing rate studies) ¢ Insufficient information on private sector, universities
e Availability of historical and ALDFG-related waste impacts
supporting environmental data e Low research interest in ALDFG
(e.g., temperature, salinity, ocean impacts
currents)  High research costs and limited
e Community and stakeholder supporting data
initiatives in plastic waste
monitoring
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Studi, Inovasi, dan Teknologi

Ghost Fishing rate, dsb)
Ketersediaan data historis dan/atau
data dukung lainnya (misalnya.
Suhu perairan, salinitas, arus
perairan)

Terdapat inisiatif dari Masyarakat
dan stakeholder dalam pemantauan
sampah plastik

dampak sampah (ALDFG)
Masih minim minat dari peneliti
terkait dengan dampak ALDFG
Tingginya biaya dan belum
tersedia data pendukung

Kegiatan Skor Faktor Pendukung Utama Faktor Penghambat Utama Pemangku Kepentingan Durasi
Utama
Pengembangan 9 Adanya beberapa private sector * Belum ada model bisnis dalam BRIN, Perguruan tinggi, Balai | Jangka
Model Pemanfaatan khusus EOLFG (potensi nilai pemanfaatan ALDFG Riset, Swasta, Kemenperin, Pendek
EOLFG ekonomi) Minimnya pembiayaan terkait Asosiasi Nelayan, NGO
Terdapat program inisiatif terkait riset ALDFG dan EOLFG
EOLFG Minimnya bahkan belum ada
Tersedianya teknologi untuk fasilitas penyimpanan khusus
pengelolaan EOLFG (misalnya. untuk EOLFG
Shradding, balling, incinerator) (reception/storage facility)
Belum tersedianya NSPK terkait
EOLFG
Penelitian Dampak | 8 Sudah dilakukan beberapa inisiatif Keterbatasan data primer BRIN, Kemenperin,Swasta, Jangka
ALDFG penelitian terkait ALDFG (misalnya Minimnya informasinya terkait Perguruan tinggi Pendek
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9. POTENTIAL PILOT LOCATIONS

Potential pilot locations for implementing the proposed solutions are determined based on each area’s
readiness. The readiness indicators include the following:

1.

Level of ALDFG issues - The key question is whether the area experiences a high or low rate of fishing
gear loss or disposal. Another aspect to consider is whether the local community recognizes ALDFG as
an environmental issue.

Local community characteristics - Whether the community is predominantly composed of fishers, or
non-fishers.

Motivation - Whether the local stakeholders are motivated to respond to the ALDFG issues, or rather
indifferent.

Support - Whether there is any support from local stakeholders (e.g., community groups, relevant
local agencies, or local NGOs) to address the ALDFG issues. Such support would increase the likelihood
of successful implementation.

Accessibility - Whether the location is easy to reach and has basic infrastructure such as ports, fish
landing sites, or government offices—which would facilitate the initial management of ALDFG.

Through interactive brainstorming sessions with all workshop participants, several relevant candidate
locations were identified:

—_

Dobo City, Aru Islands Regency, Maluku Province;
Merauke City, Merauke Regency, South Papua Province;
Timika City, Mimika Regency, Central Papua Province; and
Sorong City, Sorong Regency, Southwest Papua Province.

10. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

10.1. CONCLUSIONS

Based on the workshop activities, the following conclusions were drawn:

1.

65

In line with the increasing accumulation of used fishing gear in Indonesia, ALDFG is a serious issue in the
ATS region and will worsen in the future if no intervention is made.

The factors contributing to ALDFG are categorised as follows: lost and/or abandoned fishing gear during
fishing operations at sea, disposal of repair waste on-board while at sea, and poor management of EOLFG.
Addressing ALDFG issues requires comprehensive solutions encompassing policy aspects, capacity
building and awareness raising, circular economy development and financing preparation, as well as
research, innovation, and technology. The most feasible and impactful solutions include developing a
national SOP for ALDFG management to strengthen coordination among relevant authorities; conducting
community outreach to raise awareness among stakeholders unfamiliar with the issue; enabling financing
mechanisms to support gear collection and recycling businesses; and promoting affordable, innovative
technologies.

Tackling ALDFG issues requires strong collaboration among the government, academics/researchers,
fishing industry actors (both artisanal and industrial), EOLFG processing businesses, NGOs, and coastal
communities.

Mapping the potential hazards of ALDFG can be carried out through cooperation between artisanal and
industrial fishers.
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9. LOKASI PERCONTOHAN POTENSIAL

Potensilokasi ujicoba solusi didasarkan pada kesiapan wilayah untuk mengimplementasikan solusi-solusi
yang diindentifikasi. Kesiapan lokasi untuk mengimplementasikan mencakup indikator sebagai berikut :

1.

Tingkat permasalahan ALDFG - Pertanyaan kuncinya adalah apakah lokasi tersebut memang memiliki
tingkat kehilangan atau pembuangan alat tangkap yang tinggi atau rendah. Kemudian apakah
permasalahan ALDFG sudah menjadi masalah yang disadari oleh masyarakat setempat atau tidak.
Karakteristik masyarakat setempat - Pertanyaan penting untuk diidentifikasi adalah apakah
masyarakatnya didominasi nelayan justru non-nelayan.

Motivasi - Apakah pemangku kepentingan setempat memiliki dorongan untuk merespon isu ALDFG
atau justru tidak peduli dengan isu ini.

Dukungan - Apakah ada dukungan dari pemangku kepentingan setempat untuk merespon isu ALDFG
(contoh: komunitas setempat, dinas terkait, LSM lokal) sehingga tingkat keberhasilan implementasi
solusi tersebut menjadi semakin besar.

Aksesibilitas - Aksesibilitas merujuk kepada apakah lokasi cukup mudah diakses dan memiliki
infrastruktur dasar seperti pelabuhan, tempat pendaratan ikan, atau kantor dinas; sehingga
mempunyai infrastruktur untuk pengelolaan awal ALDFG.

Diskusi berbasis curah pendapat (brainstorming) dengan seluruh peserta secara interaktif, didapatkan
beberapa kandidat yang relava. Kandidat lokasi tersebut adalah :

—_

Kota Dobo yang berada di Kepulauan Aru, Propinsi Maluku.

Kota Merauke yang berada pada Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan
Kota Timika yang berada pada Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
Kota Sorong yang berada pada Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya.

10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

10.1. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan lokakarya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1.

Seiring dengan meningkatnya akumulasi alat tangkap bekas di Indonesia, ALDFG menjadi isu serius di
wilayah ATS dan berpotensi semakin memburuk di masa mendatang jika tidak ada intervensi.

Faktor yang menyebabkan terjadinya ALDFG dapat dikelompokan meliputi: alat tangkap hilang dan/atau
ditinggalkan pada saat operasi penangkapan di laut, pembuangan sisa perbaikan di atas kapal, dan tidak
tertanganinya alat tangkap akhir masa pakai (End of Life Fishing Gear/EOLFG).

Untuk menangani ALDFG perlu solusi yang memyeluruh yang menyangkut aspek kebijakan, peningkatan
kapasitas dan penyadartahuan, pengembangan ekonomi sirkuler dan penyiapan pendanaanya serta
studi, inovasi dan teknologi. Solusi yang paling layak dan berdampak meliputi penyusunan SOP nasional
untuk pengelolaan ALDFG guna memperkuat koordinasi antar otoritas terkait; pelaksanaan sosialisasi
kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan yang belum memahami isu
ini; pengembangan mekanisme pembiayaan untuk mendukung pengumpulan dan daur ulang alat
tangkap; serta promosi teknologi inovatif yang terjangkau.

Penanggulangan isu ALDFG membutuhkan kolaborasi yang kuat antara kolaborasi pemerintah,
akademisi-peneliti, pelaku usaha penangkapan (artisanal dan industrial), pelaku usaha pengolahan
EOLFG, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat pesisir.

Pemetaan potensi bahaya ALDFG dapat dilakukan dengan kerja sama antara nelayan skala kecil dan
industrial.
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10.2. RECOMMENDATIONS

Based on the outcomes of this workshop, the following recommendations are proposed:

1. Formulate a clear and comprehensive national policy on ALDFG management in Indonesia, covering
policy and institutional frameworks, capacity building and awareness raising, circular economy
development and financing, as well as research, innovation, and technology to reduce the generation
of ALDFG and mitigate its impacts.

2. Formulate and implement actions, including policy and institutional strengthening, capacity building
and awareness raising, circular economy development and financing, as well as research, innovation,
and technology, to reduce the escalation and impact of ALDFG in FMA 718.

3. Map and develop a national ALDFG database and establish a network of EOLFG processing and
utilisation initiatives across Indonesia. The network will also promote knowledge exchange, innovation,
and partnerships to enhance the circular economy in the fisheries sector.

4. Establish collaborative platform among the government, academics/researchers, fishing industry actors
(both artisanal and industrial), EOLFG processing businesses, NGOs, and coastal communities for ALDFG
hazard mapping, improvement of EOLFG processing, and promotion of circular economy development
based on EOLFG materials.

5. MMAF and ATSEA to continue working together to realise potential solutions in selected pilot site(s) to
address ALDFG in preventive, mitigative, and curative ways.

10.3. NEXT STEPS FOR ATSEA

Following the workshop recommendations, ATSEA will support the establishment of an ALDFG
management forum as a collaborative platform where ALDFG practitioners from different sectors in
Indonesia can synergise to tackle the ALDFG issue. ATSEA will also support the development of an SOP for
managing ALDFG in Indonesia.

At the local level, ATSEA will facilitate on-the-ground activities in at least one site in Indonesia, depending
on workshop recommendations and further assessment and consultation with the MMAF. These on-the-
ground activities will focus on awareness raising and capacity building, developing a waste management
system that contributes to a circular economy, hazard mapping, and monitoring and reporting.

Specifically, ATSEA will equip fishers and coastal communities with knowledge and skills for more
responsible fishing practices and fishing-waste management through outreach, workshops, and awareness
campaigns to promote understanding and adoption of the SOP, ultimately reducing gear loss and
supporting sustainable fishing operations. ATSEA will also train fishing port authorities to monitor and
report lost fishing gear.

ATSEA will establish a waste-management system that supports a circular economy by creating
mechanisms for collection, recycling, and safe disposal, including gear buy-back programs, improved
storage facilities, feasibility studies for recycling or business options, and financing mechanisms for related
enterprises. ATSEA will also refines hazard maps and train fishers to use hazard information and
navigational coordinates to make safer gear-placement decisions. Finally, ATSEA will strengthen
monitoring and reporting systems by collaborating with fishing port authorities and tracking recovered,
recycled, and disposed fishing-gear waste, enabling more reliable data and evidence-based ALDFG
management, in alignment with the upcoming regional monitoring system.
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10.2. REKOMENDASI

Berdasarkan pada hasil dari lokakarya ini maka direkomendasikan sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan nasional yang jelas dan komprehensif terkait pengelolaan ALDFG di
Indonesia, yang mencakup kerangka kebijakan dan kelembagaan, penguatan kapasitas dan
peningkatan kesadaran, pengembangan ekonomi sirkular dan pembiayaan, serta penelitian, inovasi,
dan teknologi untuk mengurangi timbulan ALDFG dan dampaknya.

2. Merumuskan dan melaksanakan aksi, termasuk penguatan kebijakan dan kelembagaan, penguatan
kapasitas dan peningkatan kesadaran, pengembangan ekonomi sirkular dan pembiayaan, serta
penelitian, inovasi, dan teknologi, untuk mengurangi eskalasi dan dampak ALDFG di WPP 718.

3. Memetakan dan mengembangkan basis data nasional ALDFG serta membangun jaringan inisiatif
pengolahan dan pemanfaatan EOLFG di seluruh Indonesia. Jaringan ini juga akan mendorong
pertukaran pengetahuan, inovasi, dan kemitraan untuk memperkuat ekonomi sirkular di sektor
perikanan.

4. Membentuk platform kolaboratif antara pemerintah, akademisi/peneliti, pelaku industri perikanan
(baik skala kecil maupun industri), pelaku usaha pengolahan EOLFG, organisasi non-pemerintah,
serta masyarakat pesisir untuk pemetaan bahaya ALDFG, peningkatan pengolahan EOLFG, dan
pengembangan ekonomi sirkular berbasis material EOLFG.

5. KKP dan ATSEA akan terus bekerja sama untuk merealisasikan solusi potensial di lokasi percontohan
terpilih dalam menangani ALDFG secara preventif, mitigatif, dan kuratif.

10.3. LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK ATSEA

Menindaklanjuti rekomendasi lokakarya, ATSEA akan mendukung pembentukan forum pengelolaan ALDFG
sebagai platform kolaboratif bagi para praktisi dari berbagai sektor di Indonesia untuk bersinergi dalam
menangani isu ALDFG. ATSEA juga akan mendukung penyusunan SOP pengelolaan ALDFG di Indonesia.

Di tingkat lokal, ATSEA akan memfasilitasi kegiatan di lapangan di setidaknya satu lokasi di Indonesia,
berdasarkan rekomendasi lokakarya serta hasil penilaian dan konsultasi lebih lanjut KKP. Kegiatan ini akan
berfokus pada peningkatan kesadaran dan penguatan kapasitas, pengembangan sistem pengelolaan
limbah yang mendukung ekonomi sirkular, pemetaan bahaya, serta pemantauan dan pelaporan.

Secara khusus, ATSEA akan membekali nelayan dan masyarakat pesisir dengan pengetahuan dan
keterampilan untuk praktik penangkapan ikan yang lebih bertanggung jawab serta pengelolaan limbah
perikanan melalui sosialisasi, lokakarya, dan kampanye kesadaran. Upaya ini bertujuan untuk mendorong
pemahaman dan penerapan SOP, sehingga dapat mengurangi kehilangan alat tangkap dan mendukung
praktik perikanan berkelanjutan. ATSEA juga akan melatih otoritas pelabuhan perikanan untuk memantau
dan melaporkan kehilangan alat tangkap.

ATSEA akan mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang mendukung ekonomi sirkular melalui
pembentukan mekanisme pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan yang aman. Hal ini mencakup
program pembelian kembali alat tangkap, peningkatan fasilitas penyimpanan, kajian kelayakan untuk opsi
daur ulang atau usaha, serta mekanisme pembiayaan bagi kegiatan terkait. ATSEA juga akan
menyempurnakan peta bahaya dan melatih nelayan untuk memanfaatkan informasi bahaya serta koordinat
navigasi dalam menentukan penempatan alat tangkap yang lebih aman.

Selain itu, ATSEA akan memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan melalui kerja sama dengan otoritas
pelabuhan perikanan serta pelacakan limbah alat tangkap yang berhasil dikumpulkan, didaur ulang, dan
dibuang. Upaya ini akan mendukung ketersediaan data yang lebih andal dan pengelolaan ALDFG berbasis
bukti, selaras dengan pengembangan sistem pemantauan regional yang akan datang.
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ANNEXES

ANNEX 1. WORKSHOP AGENDA

Time ‘ Activity ‘ Speaker/Facilitator
Day 0 (29 September 2025): Arrival of Participants
Day 1 (30 September 2025): Setting the Scene and Defining the Problem
AM Facilitators Briefing ATSEA Team and
Facilitators
12.00 — 12.45 Lunch at Papillon Restaurant, 2™ floor, Hyatt
Place Makassar
12.45 - 13.00 Registration at Ballroom 2 Manggabarani
1st Floor Hyatt Place Makassar (Workshop
Venue)
13.00 — 13.15 Housekeeping, disclaimer and consent form MC: Yulia Dewi
13.15 — 13.45 Opening remarks from: MC: Yulia Dewi
e ATSEA e Dr Handoko Adi
Susanto
e Australian Consulate General e Todd Dias
e Indonesian Ministry of Marine Affairsand | ® Director of Fishing
Fisheries (MMAF) Vessel and Gear (FVG)
13.45 — 14.00 Group photo MC: Yulia Dewi
14.00 —15.00 | Keynote presentations:
1. What is ALDFG and Why Should We Care? 1. Dr Handoko Adi
Susanto
2. Indonesia’s Policy, Strategy, and 2. Director of FVG
Implementation of ALDFG Program in
Indonesia
3. Overview of ALDFG Issues in FMA 718: 3. Dr Mochammad
Findings from Previous Studies and Field Riyanto
Assessment
Discussion and validation of assessment Moderator
findings
15.00 — 15.30 Participant and workshop introduction: Dr Handoko Adi Susanto
Objectives and expected outcomes
15.30 —16.00 | e Introduction to fault tree analysis — Dr Mochammad Riyanto
Overview of the method and its relevance to
addressing ALDFG,
e Discussing on the tree’s top-event and
intermediate events
e Group division: Participants are divided into
smaller groups. Each assigned one
intermediate event from the agreed fault
tree structure
16.00 - 16.30 | Coffee break and praying time
16.30 — 17.45 e Group work: Facilitators
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o Within each group, identify and map
out all possible causes that lead to the
assigned intermediate event.

o Continue breaking down each cause
into more primary-level causes, moving
down the tree until reaching the most
basic initiating events (i.e., causes that
cannot be further subdivided).

o Ensure logical consistency (use AND/OR
gates where relevant) to show how
causes combine to lead to higher-level
events.

Expected output: Sub-tree diagram for each
intermediate event, showing the causal
breakdown.

17.45 —18.00

Closing of Day 1 and Housekeeping for Day 2

Lead Facilitator

18.30 — 20.00

Dinner at Papillon Restaurant, 2" floor, Hyatt
Place Makassar

Day 2 (1 Octobe

r 2025): Defining the Problem, Sharing Experiences, and Exploring Solutions

08.30 - 09.00

Registration at Ballroom 2 Manggabarani
1st Floor Hyatt Place Makassar (Workshop
Venue)

09.00 - 09.15

Reflections on Day 1 and Overview of Today’s
Agenda

Lead Facilitator

09.15 —10.45

Sharing lessons learned from previous ALDFG
Initiatives that will highlight key insights,
successes, and challenges from:

e OceanEarth Foundation — Implementing
the SeaNet Project focused: Advancing
Fishing Net Recycling

e Environmental Justice Foundation (EJF) -
Net Free Seas: Community-based End-of-
Life Fishing Gear Management

e DCCEEW - Australia’s Experience in
Addressing ALDFG

e Jessica Leck

e Hanif Arzaq

e Kathryn McKenna

10.45 — 11.15

Questions and Answers

Moderator

11.15 - 11.30

Coffee break

11.30 — 11.45

Presentation on Previous Fault Tree'

Casandra Tania

11.45 — 12.15

Group Work: Refine the sub-tree diagram

Expected output: For groups to reflect back on
their sub-tree diagram and see if there are
something missing

Facilitators

12.15 - 13.15

Lunch at Papillon Restaurant, 2™ floor, Hyatt
Place Makassar

' Richardson, K., R. Gunn, C. Wilcox, B.D. Hardesty. (2018). Understanding causes of gear loss provides a sound basis

for fisheries management. Marine Policy 96: 278-284.
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13.15 — 14.45 Group Presentations & World Café Discussion: Lead Facilitator
Each group presents their fault tree analysis, in
a World Café-style session where participants
rotate between groups to provide feedback,
ask questions, and suggest improvements.

Expected Output: Refined sub-tree diagrams
14.45 —15.45 Plenary discussion: Identifying and clustering Lead Facilitator
potential solutions (using Situation Analysis>

and ToC3 reports as main references)

Expected outputs:
e Alist of agreed potential solutions
e (lusters of related strategies (e.g., policy,
capacity building, circular economy
(including net recycling), research/study)
15.45 — 16.15 Introduction to prioritisation exercise — Key Casandra Tania

factors:

1. Feasibility — Can the intervention realistically
be implemented with available resources,
capacities, and within a practical timeframe?
Considerations include:

1.1. Cost-effectiveness: Are the costs
reasonable relative to the expected
benefits? Does it align with private
sector interests?

1.2. Technical and institutional capacity: Do
relevant stakeholders have the
capability to implement the
intervention effectively?

1.3. Timeframe: Can the intervention deliver
visible results within a practical or
policy-relevant timeframe?

1.4. Stakeholder support: Is there buy-in
from key actors (e.g. government,
fishers, private sector, local
communities)?

2. Impact and sustainability - How
significantly will the intervention reduce
ALDFG and can its benefits be sustained
over time? Considerations include
2.1. Scale and depth of impact: Will the

intervention reduce ALDFG at the local,
national, or regional level? Does it
address root causes or only symptoms?

2.2. Financial sustainability: Can the
intervention be maintained without

> Wilcox, C. (2025). A Situation Analysis for Abandoned, Lost, and Discarded Fishing Gear in the Arafura and Timor
Seas: Status and Interventions. Report to the Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA), Bali, Indonesia. 97p.
3 Cowell, S. (2025). Theories of Change for Addressing ALDFG Issues in the Arafura and Timor Seas. Report to the
Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Program, Bali, Indonesia. 43p.
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continuous external support? Are there
opportunities for long-term funding or
private sector involvement?

2.3. Stakeholder ownership: Are local actors
and institutions willing and able to
sustain the intervention over time?

Group Division: Participants are divided into
smaller groups. Each assigned one cluster of
strategies.

16.15 — 16.45

Coffee break and praying time

16.45 - 17.45

e Group Work: Each group will review, refine,
and rank the potential solutions within their
assigned strategy cluster. The prioritisation
should be based on the key factors
introduced earlier, particularly:

o Feasibility (including cost-effectiveness,
technical/institutional capacity,
timeframe, and stakeholder support)

o Impact and Sustainability (including
scale of impact, financial sustainability,
and stakeholder ownership)

Expected outputs:

e Arefined and prioritised list of potential
solutions for each strategy cluster

e An identification of key enablers and
barriers to implementation for the top-
ranked solutions

Facilitators

17.45 —18.00

Closing of Day 2 and Housekeeping for Day 3

Lead Facilitator

18.30 - 20.00

Dinner at Papillon Restaurant, 2™ floor, Hyatt
Place Makassar

Day 3 (2 October 2025): Exploring Solutions, Prioritising Actions and Planning Next Steps

08.30 - 09.00

Registration at Ballroom 2 Manggabarani
1st Floor Hyatt Place Makassar (Workshop
Venue)

09.00 — 09.15

Reflections on Day 2 and Overview of Today’s
Agenda

Lead Facilitator

09.15 - 09.45

e Introduction to Stakeholder Identification —
Identifying relevant stakeholders for each
solution, considering roles, influence,
interest, and potential collaboration or
resistance.

e Estimated Duration for Solution
Implementation

Casandra Tania

09.45 - 10.45

Note: Participants remain in the same groups,
based on the previously assigned strategy
clusters.

Group Work: Each group identifies key
stakeholders relevant to their assigned strategy

Lead Facilitator
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cluster (considering roles, levels of influence,
interest, and potential for collaboration or
resistance) and estimates the time required to
implement each solution

Expected outputs:
e Alist of key stakeholders for each solution
e Estimated implementation duration for
each solution

10.45 — 11.00

Coffee break

11.00 — 12.00

Group presentation preparation

Lead Facilitator

12.00 - 13.00

Lunch at Papillon Restaurant, 2™ floor, Hyatt
Place Makassar

13.00 - 14.30

Group Presentations & World Café Discussion:
Each group presents their refined and
prioritised list of potential solutions, their key
enablers and barriers, key stakeholders, and
estimated implementation duration in a World
Café-style session where participants rotate
between groups to provide feedback, ask
questions, and suggest improvements.

Expected outputs:

e Consolidated feedback on each group’s
prioritised solutions and key stakeholders,
including suggestions for improvement,
clarification, or alignment across strategy
clusters

e Refined and validated list of potential
solutions, key stakeholders and estimated
implementation duration for each solution,
incorporating diverse perspectives from all
participants

Casandra Tania

14.30 - 15.00

Plenary Discussion: Identification of Potential
Pilot Sites

15.00 — 16.00

e Wrap-up and next steps
e Workshop evaluation

Casandra Tania

16.00 — 16.15

Closing

Australian Consul General,
MMAF, and ATSEA
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ANNEX 2. WORKSHOP ATTENDANCE LISTS

No. Name ‘ Sex ‘ Origin Institution

1 Todd Dias Male Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

2 Kathryn McKenna Female Australia DCCEEW

3 Jessica Leck Female Australia OceankEarth Foundation

4 Mochammad Idnillah Male Jakarta, Indonesia Directorate of Fishing Vessel and Gear, MMAF

5 Lingga Prawitaningrum Female Jakarta, Indonesia Directorate of Fishing Vessel and Gear, MMAF

6 Eko Prasetyo Budi Male Jakarta, Indonesia Directorate of Fishing Vessel and Gear, MMAF

7 Winie Hertikawati Female Jakarta, Indonesia Directorate of Fishing Vessel and Gear, MMAF

8 Antonius Sujanto Siregar Male Jakarta, Indonesia Directorate of Fishing Vessel and Gear, MMAF

9 Agung Tri Wibowo Male Jakarta, Indonesia Direktorate of Marine Resources, PSDKP, MMAF

10 Hery Gunawan Daulay SP Male Jakarta, Indonesia Directorate of Coastal and Small Islands Utilization, MMAF

11 Andreas Mahardika Male Jakarta, Indonesia Public Relations and Foreign Cooperation Bureau (BHKLN),
Secretariat General of UMAF

12 Alza Rendian Male Jakarta, Indonesia Public Relations and Foreign Cooperation Bureau (BHKLN),
Secretariat General of MMAF

13 Linda Krisnawati Female Jakarta, Indonesia Directorate of Coastal and Marine Pollution and Degradation
Control, Ministry of Environment

14 Raymond Darkim Rusli Male Jakarta, Indonesia PT. Mandiri Wijaya Tintex

15 Safran yusri Male Jakarta, Indonesia Terangi Indonesia

16 Hanif Arzaq Male Jakarta, Indonesia Environmental Justice Foundation (EJF)

17 Djoko Kusyanto Male Jakarta, Indonesia HPPI Indonesia

18 Muhammad Yusuf Male Jakarta, Indonesia WWEF Indonesia

19 Marry Hartini Lidan Female Nabire, Central Papua Marine and Fisheries Agency of Central Papua Province

20 Marthen Malissa Male Merauke, South Papua | Marine and Fisheries Agency of South Papua Province

21 Maryulin Lantang Male Merauke, South Papua |Fisheries Agency of Merauke District

22 Susanto Masita Male Merauke, South Papua | Merauke Port

23 IAchmad Rifqy Ramadhan Male Merauke, South Papua  |LPSPL Sorong Merauke Unit

24 Ilyas Aleks Gebze Male Merauke, South Papua | Gillnet fisher

25 IAmiruddin Yolmen Male Merauke, South Papua  |Artisanal fisher

26 Norce Mote Female Merauke, South Papua  |Musamus University

27 Sudarmadi Male Merauke, South Papua PSDKP Merauke Unit

28 Rusdi Makatita Male Ambon, Maluku Marine and Fisheries Agency of Maluku Province

29 Benyamin Sainres Batmomolin [Male Dobo, Maluku Fisheries Agency of Aru Islands District

30 Catur Iswayudi Male Dobo, Maluku Southeast Aru MPA

31 Uacobis Jefry Luhulima Male Dobo, Maluku Dobo Port

32 Kelvin Hadi Saputra Male Dobo, Maluku Bottom gillnet fisher (> 20 GT - <30GT)

33  [ThonciKarel Rattu Male Dobo, Maluku Bottom gillnet fisher (> 5 GT-< 10GT)

34 Hamid Male Dobo, Maluku Artisanal fisher

35 IAgustinus Tupamahu Male Ambon, Maluku Pattimura University

36 Najamuddin Male Makasar Hasanuddin University

37 Taryono Male Jakarta, Indonesia IPB University

38 Mochammad Riyanto Male Jakarta, Indonesia IPB University

39 Burhanuddin Male Jakarta, Indonesia IPB University

40 Immanuel Musa Thenu Male Jakarta, Indonesia IPB University

41 Ganang Dwi Prasetyo Male Jakarta, Indonesia IPB University

42 Haslinda Yusuf Female Makasar Interpreter

43 Rocky Pairunan Male Jakarta, Indonesia World Resources Institute

44 Dinah Yunita Female Jakarta, Indonesia

45  |[Handoko Adi Susanto Male ATSEA - IRS ATSEA Interim Regional Secretariat

46  |Casandra Tania Female ATSEA - IRS ATSEA Interim Regional Secretariat

47 Chyntia rachmadanti Female ATSEA-IRS ATSEA Interim Regional Secretariat

48  |Yulia Dewi Female ATSEA - IRS ATSEA Interim Regional Secretariat
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ANNEX 3. LIST OF FACILITATORS AND CO-FACILITATORS
Day 1.

Lead Facilitator: Dr Taryono Kodiran

Co-Facilitators:

1. Dr Mochammad Riyanto

2. Lingga Prawitaningrum

3. Hanif Arzaq

Day 2:

Lead Facilitator: Dr Taryono Kodiran
Co-Facilitators:

1. Dr Mochammad Riyanto

2. Lingga Prawitaningrum

3. Hanif Arzaq

4. Eko Prasetyo Budi

Day 3:

Lead Facilitator: Dr Taryono Kodiran
Co-Facilitators:

Dr Mochammad Riyanto
Lingga Prawitaningrum

Hanif Arzaq

—_

BN

Eko Prasetyo Budi
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LAMPIRAN 4. DAFTAR FASILITATOR DAN KO-FASILITATOR

Harike 1:

Fasilitator : Dr Taryono Kodiran

Ko-Fasilitator :

1. Dr Mochammad Riyanto
2. Lingga Prawitaningrum
3. Hanif Arzaq

Harike 2:

Fasilitator : Taryono Kodiran
Ko-Fasilitator :

Mochammad Riyanto

—_

2. Lingga Prawitaningrum
3. Hanif Arzaq

4. Eko Prasetyo Budi
Harike 3:

Fasilitator : Taryono Kodiran
Ko-Fasilitator :
Mochammad Riyanto

—_

Lingga Prawitaningrum
Hanif Arzaq
Eko Prasetyo Budi

Bow oy
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ANNEX 5. WORKSHOP EVALUATION OUTCOME

The evaluation was conducted based on 14 indicators. The analysis of responses from 33 participants is
presented in the following figures.

1.

77

Percentage (%

Evaluation of Workshop Implementation

The evaluation results show an overall positive assessment, indicating participants’ satisfaction,
enjoyment, and agreement with various aspects of the workshop implementation, including the topic,
materials, resource persons, facilitators, venue, participant engagement, and the overall workshop
process. The participants’ evaluation results, expressed in percentages, are presented in the following
figure:

100.00 9091
87.88 87.88 87.88
90.00 81.82 81.82
80.00
69.70
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
121
8.18 8.18
20.00 2.12 2.12
09 09 08

10.00 .03 +° 303

0.00

Topic Subject matter Resource person Facilitator Venue Engagement Overall workshop
_ process
m Very satisfied/agree/like = Satisfied/agree/like 's:gllg%ed u Dissatisfied/disagree/dislike m Very dissatisfied/disagree/dislike

Participants’ Evaluation Results on Workshop Implementation

Duration of the workshop

A total of 18.18% respondents indicated that the allocated time was insufficient and therefore felt
dissatisfied, while the remaining participants expressed levels of satisfaction ranging from ‘“fairly
satisfied” to “very satisfied,” as shown in the following figure:

= Very satisfied/agree/like = Satisfied/agree/like
Fairly satisfied = Dissatisfied/disagree/dislike
Very dissatisfied/disagree/dislike

Participants’ Evaluation on Workshop Duration
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LAMPIRAN 4. HASIL EVALUASI LOKAKARYA

Hasil evaluasi dilakukan pada 14 point. Hasil analisis evaluasi peserta dari 33 orang menjawab disajikan pada
gambar berikut.

1.

Evaluasi Atas Penyelenggaraan Lokakarya

Hasil evaluasi menunjukan evaluasi bernilai positip yang secara keseluruhan menunjukan kepuasan, suka
dan setuju dengan proses pelaksanaan lokakarya yang meliputi topik, materi, narasumber, fasillitator,
venue, keaktifan dan keseluruhan proses lokakarya. Hasil evaluasi peserta yang dinyata dalam
prosentase jawaban peserta dapat dilihat dalam gambar berikut.

~100.00 9001
® .
< 87.88 87.88 87.88
b 90.00 |51 81.82
£ 80.00
@ 69.70
5 70.00
“ 60.00
50.00
40.00
30.00
1.21
8.18 818
20.00 09 09 212 212
10.00 03 0303
0.00
Topik Materi Narasumber Fasilitator Venue Keaktifan Kseeluruhan

Lokakarya
u Sangat Suka/ Setuju/Puas ®Suka/Setuju/Puas = Cukup  mTidak Suka/Setuju/Puas  ®Sangat Tidak Suka/Setuju/Puas

Gambar Hasil Penilaian Evaluasi Peserta atas Kegiatan Lokakarya

Waktu Pelaksanaan
Sebanyak 18.18% jawaban peserta menyatakan waktu kurang sehingga merasa tidak puas, dan sisanya
menyatakan cukup sampai dengan sangat puas, seperti dalam gambar barikut.

= Sangat Suka/ Setuju/Puas = Suka/Setuju/Puas
Cukup u Tidak Suka/Setuju/Puas
Sangat Tidak Suka/Setuju/Puas

Gambar Evaluasi Peserta Pada Jumlah Waktu yang disediakan
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Most appreciated aspects of the workshop

Participants’ responses on what they liked most about the workshop can be grouped into the following
categories: (1) networking and new collaborations; (2) new materials and insights; (3) training process
and facilitation; (4) cooperation and participation; and (5) participants’ enthusiasm.

Aspects to be improved

Regarding areas for improvement, participants’ feedback can be categorized as follows: (1) inclusion of
donor representatives; (2) follow-up field visits or site studies; (3) enhancement of materials and
discussion process; (4) punctuality; (5) involvement of practitioners as resource persons; (5) longer
duration; (6) inclusion of practical video examples; (7) participation from other groups such as women
and traditional leaders; and (8) reduction of plastic use.

Topics or materials participants wish to learn in the future

Participants expressed interest in the following topics for future learning: (1) ALDFG processing; (2)
policy drafting; (3) technologies for ALDFG detection, monitoring, and retrieval; (4) ALDFG hazard
mapping; (5) circular economy development for ALDFG; (6) regulations; and (7) best practices from
other regions or countries.

Participants’ suggestions and comments

Suggestions and comments from participants related to this topic are summarised as follows: (1)
organize workshops in regional areas; (2) conduct training sessions 2—3 times a year; (3) reduce the use
of bottled drinking water; (4) advocate for the development of off-takers; and (5) express appreciation
for the organizers and ATSEA.

Interest in participating in future activities
A total of 97% participants stated they were interested in joining similar activities in the future, while 3%
answered “unsure”.

Willingness to be contacted for collaboration or other activities

All participants (100%) expressed willingness to be contacted for collaboration or other related
activities.
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Yang paling disukai peserta darilokakarya ini

Beberapa jawaban yang disampaikan oleh seluruh peserta dapat dikelompokan menjadi : (1)
Networking dan kolaborasi baru, (2) Materi dan wawasan baru, (3) Proses pelatihan dan fasilitasinya,
(4) Kerjasama dan partisipasi dan (5) Antusiasme peserta.

Yang perlu ditingkatkan dari kegiatan lokakarya ini

Terkait dengan poin untuk ditingkatkan dari kegiatan lokakarya ini, beberapa jawaban yang
disampaikan oleh seluruh peserta dapat dikelompokan menjadi : (1) Perlunya perwakilan donor, (2)
Tindak lanjut ke lokasi/studi lapang, (3) Materi dan proses diskusi, (4) Ketepatan waktu, (5) narasumber
dari pelaku, (5) Waktu ditambah, (6) Contoh video praktis, (7) Peserta dari kelompok lain seperti
perempuan, tokoh adat, dan (8) Tidak menggunakan plastifk.

Topika tau materi lain yang ingin dipelajari peserta

Terkait dengan poin, evaluasi dari peserta menyatakan ketertarikan pada materi : (1) engolahan
ALDFG, (2) Drafting kebijakan,(3) Teknologi deteksi, pemantauan dan ekstraski ALDFG, (4) Mapping
potensi bahaya ALDFG, (5) Pengembangan ekonomi sirkuler ALDFG, (6) Regulasi, dan (7) Best Pratice
dari daerah atau negara lain.

Saran atau komentar dari peserta

Saran dan komentar dari peserta terkait dengan topik ini dapat dikelompokan menjadi : (1) Lokakarya
di daerah, (2) Pelatihan 2-3 setahun, (3) Pengurangan air mineral botol plastic, (4) Advokasi
pengembangan off taker dan (5) Apresiasi untuk penyelenggara dan ATSEA

Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan serupa di masa mendatang
Sebanyak 97 % peserta menyatakan tertarik untuk mengikuti kegiatan serupa di masa mendatang,

sebanyak 3% menyatakan hanya pada tingkat “mungkin’.

Kesediaan dihubungi untuk kolaborasi atau kegiatan lainnya
Sebanyak 100% peserta menyatakan bersedia untuk dihubungi untuk kolaborasi atau kegiatan lainnya.

LOKAKARYA PERENCANAAN STRATEGISALDFG | 8o



ANNEX 6. DOCUMENTATION
Day 1

LOKAKARYA
Perencanaan Strategis ALDFG

Maassar, Incanesia |

81 | ALDFG STRATEGIC PLANNING WORKSHOP



Day 2
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Day 3
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ATSEA Regional Secretariat

JI. Mertasari No. 140 Sidakarya,
Denpasar 80224, Bali, Indonesia

O 62361448 4147
@ infoatsea@pemsea.org
www.atsea-program.com



